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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrop terbalik 
xi 
 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
NAMA : MUHAMMAD FAQIH AL-GIFARI 
NIM : 10100113013 
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH 
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL 
Skripsi ini membahas tentang bagaimana Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Interaksi 
merupakan salah satu ciri manusia sebagai mahluk sosial. Selain itu, interaksi juga 
dilakukan dalam rangka pemenuhan hajat hidupnya, termasuk salah satunya 
dalam lingkup kegiatan ekonomi. Salah satu bidang yang paling berkembang 
adalah kegiatan perbankan syariah. Tentunya dalam berkembangnya zaman 
semakin banyak pula macam konflik yang muncul yang berimbas pada banyak 
pula cara penyelesaian sengketa. Di Indonesia sendiri ada dua jalur penyelesaian 
sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam sengketa perbankan 
syariah, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan 
Agama yang merupakan jalur litigasi, sedangkan pada jalur non-litigasi ada 
beberapa seperti musyawarah, mediasi dan arbitrase syariah. Badan Arbitrase 
Syariah Nasional (Basyarnas) sendiri merupakan lembaga arbitrase yang berdasar 
pada hukum Islam. Namun dalam perjalanannya lembaga ini tidak menunjukkan 
peningkatan penanganan perkara yang cukup signifikan. Berlatarbelakang dari 
masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penyelesaian sengketa 
perbankan syariah di Basyarnas. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) 
dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik 
dokumen yaitu mengumpulkan data-data terkait yang dimuat dalam dokumen-
dokumen berupa buku-buku perbankan syariah, arbitrase syariah, hasil penelitian 
berupa skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lain yang tidak diterbitkan. 
Peneliti juga akan mengambil literatur-literatur lainnya sebagai data sekunder 
yang mempunyai kaitan dengan studi pembahasan skripsi ini.  
 Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa perbankan syariah 
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak jauh berbeda dengan penyelesaian 
melalui lembaga peradilan, hanya saja harus berdasarkan pada klausul perjanjian 
bahwa jika ada sengketa yang timbul maka akan diselesaikan melalui forum 
arbitrase syariah. Putusan Basyarnas yang bersifat final dan mengikat menjadi 
alasan mengapa arbitrase menjadi alternatif pilihan penyelesaian sengketa 
perbankan syariah. 
 Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Basyarnas merupakan 
kendala utama mengapa Basyarnas kurang dipilih oleh  para pelaku bisnis dalam 
menyelesaikan sengketanya. Salah satu solusi yang paling tepat adalah dengan 
sosialisasi tentang urgensi Basayarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan 
syariah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Interaksi antar sesama adalah salah satu ciri manusia sebagai makhluk 
sosial. Interaksi itu terjadi baik sesama individu maupun kelompok di sekitarnya. 
Interaksi yang dilakukan memang dimaksudkan selain untuk memenuhi 
kebutuhan masing-masing, juga untuk memenuhi hajat sosial orang banyak. 
Terlebih lagi di era modern ini, interaksi yang terjadi bukan hanya bersifat lokal 
atau regional saja, namun sudah berskala global. 
Banyak kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi hajat 
hidupnya, termasuk salah satunya dalam ruang lingkup ekonomi. Untuk kegiatan 
ekonomi di Indonesia sendiri, dalam dekade terakhir ini mengalami 
perkembangan yang sangat pesat, dan menuntut keterlibatan banyak pihak baik 
langsung maupun tidak langsung, dan tidak menutup kemungkinan terjadi 
kesalahfahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain atau antara satu pelaku 
usaha dengan pelaku usaha lain. Kesalahfahaman yang dimaksud ada yang dapat 
diselesaikan secara langsung, namun ada pula yang berujung pada konflik atau 
sengketa di antara mereka.
1
 
Tidak dapat dipungkiri dengan semakin majunya zaman, konflik yang 
terjadi di antara manusia semakin beragam dan banyak jumlahnya  selalu
                                                 
1
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 1. 
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menuntut pemecahan dan penyelesaian. Termasuk juga dalam bidang ekonomi 
yang semakin pesat perkembangannya, tentu sengketa yang timbul juga semakin 
banyak. Hal ini  menunjukkan semakin banyak pula dibutuhkan penyelesaian 
sengketa-sengketa yang timbul tersebut. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka 
akan terjadi penurunan tingkat produktifitas dan dalam skala yang lebih besar 
akan merugikan kalangan konsumen.
2
 
Di Indonesia, secara umum ada dua alternatif penyelesaian sengketa. Yang 
pertama lewat jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan 
non litigasi yaitu  penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 
Pengadilan merupakan salah satu tumpuan masyarakat para pencari 
keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal memberikan pelayanan 
hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas pokok 
yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang 
diajukan kepadanya. Agar tugas pokok itu tercapai dengan baik, maka pengadilan 
haruslah: 
a. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada para 
pencari keadilan 
b. Memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang 
diperlukan oleh pencari keadilan. 
                                                 
2
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 2. 
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c. Memberikan pennyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas 
dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.
3
 
Dasar hukum pengadilan merupakan lembaga penyelesaian sengketa di 
Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 ahun 2009 tentang 
Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer. 
Dalam hal sengketa ekonomi, badan peradilan yang berwenang dalam 
menyelesaikan perkara ekonomi adalah peradilan umum dan peradilan agama. 
Peradilan umum yang mencakup ruang lingkup hukum perdata mengakomodir 
para pencari keadilan dalam sengketa ekonomi. Sedangkan pada peradilan agama, 
sengketa ekonomi yang dimaksud adalah sengketa ekonomi yang didasarkan pada 
akad yang berlandaskan syariat Islam. 
Selain penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, di Indonesia juga 
diakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Cara ini dapat ditempuh jika ada 
kesepakatan dan kesukarelaan pihak yang bersangkutan.
4
 Penyelesaian sengketa 
model ini adalah penyelesaian sengketa berkualitas tinggi. Hal ini karena sengketa 
yang diselesaikan dengan cara ini akan dapat selesai tuntas tanpa rasa dendam dan 
                                                 
3
A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 13. 
4
Basuki Rekso Wibowo, Prinsip-prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Dagang di Indonesia, (Tulisan Dalam Humanika), h. 552. 
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sisa kebencian. Dengan demikian penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah 
penyelesaian  masalah secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat 
dimenangkan dan nurani pihak yang bersengketa diharapkan tunduk untuk 
menaati kesepakatan perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah 
atau dipojokkan.
5
 
Pengadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling 
dikenal boleh dikatakan akan selalu dihindari oleh masyarakat. Selain proses dan 
jangka waktu yang relatif lama dan ada kesan berlarut-larut, serta sistem yang 
terkesan mempersulit para pencari keadilan. Sehingga peradilan yang ada di 
Indoensia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6
 
Di tahun 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah 
Pemerintahan Presiden BJ Habibie telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-
undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar 
forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak 
yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau 
perbedaan pendapat antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan 
                                                 
5
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 19-20. 
6
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 20. 
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maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir 
kepentingan para pihak yang bersengketa.
7
 
Jika membaca rumusan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, 
sebagaimana judulnya yang lebih menekankan pada arbitrase, akan dapat kita lihat 
bahwa pada dasarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak 
mengatur mengenai ketentuan arbitrase, mulai dari tata cara, prosedur, 
kelembagaan, jenis-jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu 
sendiri. Ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase 
hanya diatur dalam pasal 6, yang notabenenya tidak memberikan banyak arti bagi 
pranata alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri.
8
 
Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif arbitrase, di Indonesia 
juga dikenal penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang berbasis syari’at 
Islam yang sekarang bernama  Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 
yang merupakan badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat 
organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
9
 
Kehadiran BASYARNAS sendiri sangat diharapkan oleh umat Islam di 
Indonesia, bukan saja dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat 
untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi 
                                                 
7
Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2002), h. 1. 
8
Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, h. 1. 
9
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 97. 
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kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di 
kalangan umat.
10
 
Namun dewasa ini, fakta di lapangan menunjukkan belum banyak 
masyarakat yang mengenal lembaga ini. Sejak awal berdirinya tahun 2003 sampai 
tahun 2007 hanya dua perkara yang berhasil dituntaskan oleh Basyarnas. Tiga 
sengketa lainnya sempat didaftarkan akan tetapi tidak diproses karena dianggap 
kurang memenuhi persyaratan. Maka menarik bagi peneliti untuk meneliti 
bagaimana sebenarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah khususnya  
pada Badan Arbitrase Syariah Nasional Nasional. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat merumuskan  masalah yang 
menjadi masalah pokok dalam skripsi ini, yaitu : Bagaimana Penyelesaian 
Sengketa Perbankan Syariah Melalui Arbitrase Syariah? Untuk lebih jelas tentang 
pembahasan ini, maka peneliti merumuskan dalam bentuk submasalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional di 
Indonesia? 
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perbankan syariah di Badan 
Arbitrase Syariah Nasional? 
3. Bagaimana urgensi Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam 
penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia?  
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Sesuai dengan judul draf skripsi ini, fokus pada penelitian ini 
adalah mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa 
perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Penyelesaian 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian adalah 
proses, perbuatan, cara menyelesaikan (dalam berbagai arti 
seperti pemberesan, pemecahan).
11
 
b. Sengketa 
Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
sesuatu yg menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; 
perbantahan: daerah, daerah yg menjadi rebutan (pokok 
pertengkaran), pertikaian, perselisihan, perkara (dalam 
pengadilan).
12
 
c. Perbankan  
Perbankan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut 
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 
                                                 
11
KBBI offline, versi 2010, Fahmi Corporation. 
12
KBBI offline, versi 2010, Fahmi Corporation. 
8 
 
 
 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya.
13
 
d. Arbitrase  
Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah 
cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
14
 
e. Badan Arbitrase 
Badan Arbitrase atau Lembaga Arbitrase adalah badan yang 
dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan 
putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga 
memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu 
hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
15
 
f. Syariah 
Syariah atau Syariat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-
perbuatan, upacara, dan sebagainya) yang bertalian dengan 
agama Islam.
16
 
                                                 
13
Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
14
Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. 
15
Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
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D. Tujuan dan Kegunaan 
Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional di 
Indonesia 
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perbankan syariah di 
Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia 
3. Untuk mengetahui urgensi Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam 
penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia 
Berdasarkan penjelasan dan deskripsi di atas, diharapkan penelitian ini 
berguna untuk: 
1. Memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah khazanah 
intelektual dalam bidang hukum di Indonesia, lebih jauh lagi terhadap 
bidang arbitrase syariah. 
2. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan 
mengkaji tentang penyelesaian sengketa perbankan khususnya melalui 
Badan Arbitrase Syariah Nasional. 
E. Kajian Pustaka 
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan judul skripsi ini, maka peneliti memilih beberapa buku yang relevan 
dengan judul skripsi ini. 
Pertama, Dr. Muhammad Arifin , S.H., M.Hum., “Arbitrase Syariah 
Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”. Buku ini 
berisi penjelasan-penjelasan mengenai sengketa perbankan syariah dan arbitrase 
10 
 
 
 
syariah. Di dalam buku ini pula dibahas implikasi pengaturan perbankan syariah 
bagi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang tentunya 
sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam membahas bagaimana urgensi arbitrase 
syariah dalam tatanan hukum di Indonesia serta bagaimana proses penyelesaian 
sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. 
Kedua, Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. “Penyelesaian Sengketa Melalui 
Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia”. Buku ini menjelaskan mulai dari 
kedudukan arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia sampai proses pemeriksaan 
sengekta dalam arbitrase secara umum, dan kedudukan arbitrase syariah di 
Indonesia yang sangat berkaitan dengan karya tulis ini secara umum dan terlebih 
lagi pada pembahasan arbitrase syariah sebagai salah satu opsi dalam 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 
Ketiga, Prof. Dr. H. Fathurrahman  Djamil, M.A. “Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”. Di dalam buku ini membahas mulai 
dari akad sampai penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama dan Arbitrase. 
Namun secara spesifik tidak dibahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan 
syariah melalui arbitrase karena dasar hukum yang digunakan belum memasukkan 
Perma terbaru tentang prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan hal 
ini pula yang akan menjadi bahan kajian oleh peneliti. 
Keempat, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., dkk. “Abdul 
Manan Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan”. Buku ini 
berisi tentang pemikiran-pemikiran Abdul Manan sebagai salah satu orang yang 
11 
 
 
 
banyak memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum terutama dalam 
bidang peradilan agama. Salah satu yang dibahas yaitu penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah menurut tradisi hukum di Indonesia, salah satunya yaitu melalui 
Basyarnas. Namun pembahasan mengenai hal tersebut sangatlah minim sehingga 
hal inilah yang membedakan antara buku tersebut dengan penilitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti. 
Kelima, Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. “Hukum 
Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama”. Buku ini 
memiliki beberapa pembahasan penting yang sangat dibutuhkan oleh peneliti 
seperti pembahasan mengenai ekonomi syariah secara umum. Akan tetapi di 
dalam buku ini tidak dibahas mengenai perbankan syariah secara mendalam. 
Pembahasan mengenai penyelesaian sengketanya pun sebenarnya sama dengan 
buku di atas yaitu tidak membahas banyak tehadap Basyarnas. 
Keenam, Komisi Yudisial Republik Indonesia. “Proceeding Pelatihan 
Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama”. Buku yang 
diterbitkan oleh Komisi Yudisial ini merupakan buku yang dicetak berdasarkan 
kegiatan pelatihan tematik mengenai ekonomi syariah bagi hakim lingkup 
peradilan agama yang diadakan di Bandung. Salah satu pembahasan yang dimuat 
dalam buku ini yaitu mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui 
pengadilan agama dan ini pula yang menjadi salah satu pembahasan oleh peneliti. 
Ketujuh, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang 
akan diteliti yaitu, “Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
12 
 
 
 
Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syari’ah” yang di dalamnya mengatur tentang alternatif 
penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui badan arbitrase. Dalam hal ini, 
peneliti akan menggunakan kedua undang-undang tersebut sebagai acuan yang 
menjadi pedoman dalam tata cara penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase 
Syariah Nasional. 
Kedelapan, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang 
Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Kedua Perma di atas merupakan referensi 
yang akan digunakan oleh peneliti guna menunjang pembahasan mengenai 
penyelesaian sengketa perbankan syariah. Keduanya merupakan Perma yang 
masih baru dan semestinya sudah menjadi pengisi kekosongan hukum yang terjadi 
sebelumnya. 
Sejauh pengamatan peneliti, judul ini belum pernah dibahas oleh siapapun. 
Dan adapun perbedaan tulisan ini dengan tulisan sebelumnya adalah tulisan ini 
membahas urgensi serta sistematika proses penyelesaian sengketa perbankan di 
BASYARNAS. 
F. Metodologi Penelitian 
Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas pokok-pokok 
permasalahan, peneliti akan mengemukakan metodologi yang digunakan dalam 
tahap-tahap penelitian ini yang meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, 
metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. 
13 
 
 
 
 
1. Jenis Penelitian 
Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reserach) 
yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan 
data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis 
sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada 
penelaahan masalah yang dibahas.
17
 Penelitian kepustakaan ada beberapa macam. 
Ada yang berupa kepustakaan umum (buku teks, ensiklopedia, monograph, dan 
sejenisnya), kepustakaan khusus (jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, micro 
film, disket, pita magnetik, kaset dan lain-lain), maupun kepustakaan cyber 
(internet).
18
 Objek utama penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan 
dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional nasional. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan metode 
analisisnya dimana datanya diteliti dengan analisis kualitatif yang bersifat 
deskriptif.
19
 Ia akan mendeskripsikan tentang proses penyelesaian sengketa 
perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. 
2. Pendekatan Penelitian 
                                                 
17
Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake 
Sarasin, 1983), h. 43. 
18
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, 2014 M), h. 5-6. 
19
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang 
terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena atau gejala social yang 
merupakan makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu 
pengembangan konsep teori. Djam’am Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif 
(Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22. 
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Istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, perbuatan dan 
cara mendekati suatu obyek. Dalam terminologi Antropologi pendekatan adalah 
usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan 
orang yang diteliti; juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian 
tentang masalah penelitian.  
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif yang 
meninjau dan menganalisa proses penyelesaian perkara perbankan syariah melalui 
badan arbitrase syariah yang berdasarkan pada literatur-literatur terkait dan juga 
undang-undang yang berkaitan. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Secara leksikal, pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan 
mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan. Data adalah keterangan yang benar 
dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian 
(analisis atau kesimpulan).
20
 Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan 
sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data 
yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus 
menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensi teori yang 
akan dihasilkan. 
Dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dikenal 
beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan objek kajiannya. Seperti; 
wawancara mendalam, riset partisipatif, pengamatan, dan studi pustaka.
21
 Dalam 
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KBBI offline, versi 1.1, Ebta Setiawan (Pusat Bahasa : KBBI Daring Edisi III, 2010). 
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Sayuthi Ali, Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek, h. 63. 
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penelitian ini, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumen (studi 
pustaka). 
Pengumpulan data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk 
mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-
buku perbankan syariah, arbitrase syariah, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, 
disertasi maupun penelitian lain yang tidak diterbitkan. Peneliti juga akan 
mengambil literatur-literatur lainnya sebagai data sekunder yang mempunyai 
kaitan dengan studi pembahasan skripsi ini. 
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
 Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, 
dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1) Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, 
kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi 
efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak 
berputar-putar dalam membahas suatu masalah. 
3) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
16 
 
 
 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
b. Analisis Data 
 Tekhnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelolah, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal 
dari literatur bacaan. 
  
17 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL 
A. Konsep Arbitrase Dalam Hukum Islam 
Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang lengkap dalam 
perkembangan tradisinya telah mengenal pranata penyelesaian sengketa dalam 
bentuk badan hakam yang sama pengertiannya dengan arbitrase. Hakam itu 
sendiri bersumber dari syariat Islam yang putusannya didasarkan pada islah 
dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat, murah, adil, final dan mengikat. 
Pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas masalah perdata, namun pada 
akhirnya disepakati masalah al-amwal (harta benda). Pemantapan badan hakam 
dalam sejarah hukum Islam terlebih lagi berlangsung setelah fiqih muamalah 
berkembang dengan pesat.
1
 
Penyelesaian sengketa dengan metode hakam yang menggunakan jasa juru 
damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa sudah dikenal pada 
masyarakat Arab sejak sebelum datangnya Islam. Kemudian setelah Islam lahir 
tradisi ini terus dilanjutkan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa dengan memodifikasi dengan ajaran-ajaran yang diberikan Rasulullah 
SAW yang kemudian dikenal dengan istilah hakam/arbitrase. Nabi muhammad 
tidak menghapuskan secara total semua tradisi Arab pra Islam yang dinilai sudah
                                                 
1
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 83. 
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berjalan secara mapan. Ada beberapa tradisi yang diteruskan, namun secara 
esensial diselaraskan dengan misi Islam itu sendiri.
2
 
Dengan demikian pada masa pra Islam sistem arbitrase terlaksana dalam 
rangka menyelesaikan setiap persengketaan yang diselesaikan melalui bantuan 
juru damai yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Umumnya 
orang-orang yang ditunjuk sebagai arbiter adalah orang yang mempunyai 
kekuatan supranatural dan punya kelebihan-kelebihan di bidang tertentu. 
Karenanya dalam proses pemeriksaan perkaranya, arbiter tersebut lebih banyak 
menggunakan firasat dari pada menggunakan alat-alat bukti seperti saksi dan 
pengakuan.
3
 
Dalam catatan sejarah para arbiter Arab yang terkenal di antaranya: Rabi‟ 
ibn Rabi‟ah ibn al-Dzi‟b, akstam ibn Shifi, Qass ibn Sa‟idah al-Iyadi, Amr ibn 
Zharib al-Adawani, Umaiyyah ibn Abi ash-Shilat, Abdullah ibn Abi Arbi‟ah, dan 
lain-lain. Para arbiter tersebut dalam memeriksa atau menyidangkan perkaranya 
dilaksanakan di dalam kamp-kamp yang didirikan atau bahkan tidak jarang di 
bawah pohon-pohon. Setelah Khusai ibn Ka‟ab membangun sebuah gedung di 
Makkah yang pintunya sengaja dihadapkan ke Ka‟bah, maka di situlah sidang-
                                                 
2
Fathurrahman Jamil, Arbitrase dalam Prespektif Sejarah Islam, Dalam Tradisi Arbitrase 
Islam di Indonesia (Jakarta: Bmui, 1994), h. 31. 
3
Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif 
(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h. 49. 
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sidang hakam dilaksanakan dan gedung itu dikenal dengan sebutan Dar al-
Da‟wah.4 
Di saat umat islam mulai berkembang, sistem hakam (arbitrase) tersebut 
dikembangkan dengan dihilangkan hal-hal yang bersifat takhayul dan bid’ah. 
Sistem arbitrase ini pada awalnya lebih berkembang di kalangan masyarakat 
Makkah pada umumnya yang bergelut di bidang bisnis. Di antara sahabat Nabi 
yang pernah dipercaya sebagai hakam (arbiter) selain Abu Sureich (Abu al 
Hakam) adalah Sa‟id ibn Muadz untuk menyelesaikan perselisihan di antara Bani 
Quraidzah, atau ketika Zaid bin Tsabit menyelesaikan perselisihan antara Umar 
bin Khattab dengan Ubai ibn Ka‟ab tentang nahl dan Jubair ibn Math‟am dalam 
menyelesaikan sengketa antara Utsman dan Thalhah. Pertumbuhan sistem hakam 
atau sistem arbitrase di masa Khalifah Umar bin Khattab mengalami 
perkembangan yang menggembirakan seiring dengan pembenahan lembaga 
peradilan (al-Qadla) dan tersusunnya pokok-pokok pedoman beracara di 
pengadilan yang dikenal dengan istilah Risalah al-Qadla Abu Musa al-Asy‟ari, 
yang salah satu isinya adalah pengakuan terhadap kedudukan arbitrase.
5
 
Pembahasan arbitrase menurut hukum Islam dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran bahwa di dalam Islam pun terdapat mekanisme 
penyelesaian sengketa seperti arbitrase. Keberadaan arbitrase Islam pada masa 
                                                 
4
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 84. 
5
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 85. 
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Rasulullah saw. meskipun masih bersifat ad hoc sudah diberlakukan.
6
 Istilah 
arbitrase dapat dipadankan dengan kata tahkim, yang berasal dari kata hakkama 
yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.
7
 
Abu Al‟Ainan Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya yang berjudul Al-
Qadha wa Al-Itsbat fi al Fiqh Islami, mengatakan bahwa tahkim adalah bersandar 
dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk 
menyelesaikan pertikaian mereka.
8
 Istilah tahkim dalam hukum Ensiklopedia 
Hukum Islam adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang 
yang mereka sepakati serta ikhlas menerima keputusannya untuk menyelesaikan 
persengketaan mereka; berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang 
yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan perselisihan yang 
terjadi di antara mereka.
9
 
Para pakar hukum Islam, terutama dari kalangan Mazhab Hanafi dan 
Syafi‟i memberikan pengertian sebagai berikut: Kelompok Hanafiyah, 
mengartikan tahkim adalah: 
“Memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan 
hukum antara manusia dengan hak atau ucapan yang mengikat yang ke luar dari 
yang mempunyai kekuasaan secara umum”. Sedangkan kelompok Syafi‟iyah, 
                                                 
6
Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, h. 
49. 
7
Suhrawardi. K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 186. 
8
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 86. 
9
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 
2001), h. 1750. 
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mengartikan hakam adalah: “Memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai 
atau lebih dengan hukum Allah swt. atau menyatakan hukum syara‟ terhadap 
suatu peristiwa wajib melaksanakannya”.10 
Penyelesaian sengketa dengan “tahkim” yang kata dasarnya adalah 
“hakkama”, secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi 
suatu sengketa. Pengertian tersebut erat hubungannya dengan pengertian menurut 
istilah. Berbagai redaksi terdapat dalam buku-buku fiqih dalam mendefinisikan 
tahkim, misalnya Abu Al‟Ainan Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya yang 
berjudul Al-Qadha wa Al-Itsbat fi al Fiqh Islami mendefinisakan tahkim adalah: 
“Bersandar dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi 
keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka”. Atau diartikan pula 
dengan: “Suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih 
atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa antara mereka dan 
kedua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh hakam atau para hakim yang 
mereka tunjuk itu.
11
 
Lembaga tahkim telah dikenal dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa 
itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada 
perselisihan mengena hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan 
                                                 
10
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012), h. 112. 
11
Abu al-Ainan Abdul Fatah Muhammad, Al Qadha wa al Itsbat fi al Fiqh Islami (Kairo: 
Darr alFikr, 1976), h. 84. Lihat juga Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah ,Dalam Prespektif 
Pengadilan Agama (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 430. 
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melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak 
yang berselisih.
12
 
Dasar pemberlakuan lembaga arbitrase dalam Islam dapat disandarkan 
kepada teks hukum yang ada dalam Al-Qur‟an antara lain terdapat dalam surah 
an-Nisa/4 ayat 35: 
                         
                   
Terjemahnya: 
 “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.13 
 Selain terdapat dalam surah an-Nisa ayat 35 tersebut, masih banyak ayat 
lain yang dijadikan sandaran keberlakuan arbitrase dalam Islam, seperti misalnya 
surah al-Hujurat/49 ayat 9 yaitu: 
                    
                          
                         
                                                 
12
Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, h. 
43. 
13
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Qur‟an, 
2012), h. 84. 
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Terjemahnya: 
 “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan 
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah 
Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
14
 
 Jika dilihat secara tekstual ayat-ayat di atas mengandung pengertian 
hakam dalam penyelesaian masalah antara suami dan istri. Namun kalau kita 
perhatikan ada semangat yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan 
penyelesaian sebuah masalah melalui islah. Walaupun dalam surah an-Nisa ayat 
35 tersebut di atas menjelaskan tentang syiqaq, yaitu perselisihan yang meruncing 
antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (hakam). Ayat ini 
menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak 
suami dan istri dalam mencari solusi penyelesaian sengketa keluarga mereka. 
Masing-masing pihak mempunyai wakil yang berperan sebagai mediator.
15
  
Dari ayat tersebut dapat dengan jelas dipahami bahwa al-Qur‟an 
menggunakan term hakam untuk mediator atau arbiter. Menurut ayat tersebut 
bahwa mediator yang bertindak sebagai pencari solusi terhadap masalah keluarga 
tersebut memiliki peran penting dalam menangani konflik antara suami istri. 
Sehubungan dengan siapa yang menunjuk dan mengutus hakam atau mediator 
dalam perselisihan syiqaq terjadi silang pendapat di antara ulama fikih. 
                                                 
14
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Qur‟an, 
2012), h. 516. 
15
Ramlan Yusuf Rangkuti, Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen 
Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang (t.t: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 45 No. 
II, 2011), h. 1438. 
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Wahbah Zuhayli dan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hakam dapat 
diangkat oleh suami istri dari orang yang mereka setujui sebagai mediator yang 
akan membantu mereka dalam mencari solusi terhadap percekcokan dalam rumah 
tangga mereka. Sementara ulama mazhab Hanafi, Syafi‟i, dan Hanbali 
berpendapat bahwa berdasarkan lahir ayat 35 surah an-Nisa bahwa hakam atau 
mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, bukan suami atau istri 
secara langsung.
16
 
Namun demikian, walaupun yang disebutkan dalam ayat di atas adalah 
juru damai terhadap persengketaan suami istri, namun dengan menggunakan 
metode analogi atau kias dapat dikembangkan atau diperluas ke dalam 
persengketaan bidang-bidang lain, seperti bidang ekonomi atau perbankan Islam. 
Hal inilah yang menjadi dasar penulis mengambil kedua ayat di atas. 
Kemudian juga dapat dilihat dalam surah an-Nisa/4 ayat 114: 
                            
                         
     
Terjemahnya: 
 “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali 
bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, 
atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan 
                                                 
16
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 185-189. 
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barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, 
maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.17 
Dengan di dasarkan kepada teks hukum yang ada di dalam Al-Qur‟an 
tersebut dipahami bahwa ajaran Islam memberikan peluang kepada umatnya 
untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan melalui perantara 
orang lain yang netral dan tidak memihak.lembaga hakam dalam prespektif 
hukum Islam merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat 
dimanapun berada, agar ukhuwah islamiyah tetap terjaga secara utuh. Bahkan 
pada surah al-Hujurat ayat 9 mengisyaratkan bahwa apabila salah satu dari 
keduanya melakukan wan prestasi atau pelanggaran (aniaya), maka harus diberi 
sanksi dengan jalan upaya paksa (diperangi). Apalagi wan prestasi dan 
pelanggaran tersebut mempunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan upaya 
paksa tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan bdan 
arbitrase.
18
 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, selain teks hukum yang 
terdapat di dalam Al-Qur‟an sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam teks 
hukum yang berupa hadis Rasulullah saw. juga menunjukkan adanya peluang 
penyelesaian sengketa tertentu dengan tidak melalui lembaga peradilan resmi 
pemerintah. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh an-Nasa‟i bahwa sesungguhnya 
Rasulullah berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil Abu Hakam: 
“Sesungguhnya hakam itu adalah perintah Allah dan kepada-Nyalah dimintakan 
                                                 
17
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Qur‟an, 
2012), h. 97. 
18
Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, h. 
105. 
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keputusan hakam, mengapa kamu dipanggil Abu Hakam?” Abu Syureih 
menjawab: “Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertengkar akan datang kepadaku 
minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku”. 
Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah lalu berkomentar: “Alangkah 
baiknya perbuatanmu itu, apakah kamu punya anak?”, Abu Syureih menjawab: 
“Ya saya punya anak yaitu Syureih, Abdu dan Musalla, Siapa yang paling tua?”, 
“Yang paling tua adalah Syureih” kata Rasulullah: “Kalau begitu engkau adalah 
Abu Syureih”.19 Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa yang dimaksud 
dengan hakam dalam ayat di atas adalah juru damai di antara suami istri yang 
bersengketa. 
Dari ugnkapan di atas jelas tergambar bahwa tahkim pada masa Rasulullah 
bukanlah terbatas hanya merupakan penyelesaian sengketa keluarga antara suami 
istri sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat di atas. Praktik tahkim ini telah 
diperankan oleh Rasulullah saw. dalam banyak kasus persengketaan, dan beliau 
mengatakan bahwa betapa bagusnya tahkim tersebut dilakukan. Hal ini beliau 
sabdakan dalam merespon Abu Syureih ketika berkata, “Sesungguhnya kaumku 
jika berselisih tentang sesuatu maka mereka datang kepadaku, lalu saya putuskan 
di antara mereka, dan kedua pihak ridha atas putusanku”.20 
Uraian yang diangkat dai hadis di atas menggambarkan bahwa apa yang 
dilakukan Abu Syureih dalam menyelesaikan sengketa pada zamannya diakui 
                                                 
19
Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), h. 10. 
20
Ibrahim Siregar, Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial 
Hukum Islam (t.t: Jurnal Miqot Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012), h. 124. Lihat juga Samsir 
„Aliyah, Nizham al-Daulah wa al-Qadha’, h. 328. 
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oleh Rasulullah. Pengakuan Rasulullah tersebut dijadikan dalil atau dasar bagi 
keabsahan tahkim sebagai penyelesaian sengketa.
21
 
Kedua sumber hukum (Al-Qur‟an dan Hadis) yang dikemukakan di atas 
menggambarkan keharusan adanya arbitrase Islam. Banyak kejadian dan peristiwa 
yang dialami Rasulullah saw. pada masa hidupnya yang dialami sebagai arbiter 
dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang 
berselisih. Rasulullah saw. yang bergelar Al Amin (orang yang terpercaya) dalam 
setiap terjadi perselisihan umat selalu tampil sebagai arbiter tunggal melalui 
proses dan sistem arbitrase ad hok yang sesuai dengan masa itu. Ketika Islam 
terus berkembang yang diiringi dengan semakin bervariasinya masalah yang 
dihadapi umat Islam, dengan sendirinya memungkinkan timbul sengketa, tidak 
hanya berkaitan dengan masalah perdata saja seperti konflik ekonomi dan 
keluarga, tetapi juga merambah kepada masalah politik dan perang. Bahkan 
sebelum lembaga peradilan berkembang, hampir semua masalah diselesaikan 
melalui proses arbitrase, baik tunggal maupun majelis oelh Rasulullah dan/atau 
para sahabatnya.
22
 
Selain dalam kedua sumber pokok hukum Islam tersebut, keberadaan 
arbitrase juga bisa disandarkan kepada ijma (konsensus) ulama dalam menetapkan 
hukum terhadap sesuatu yang dijadikan dasar hukum Islam. Dalam catatan sejarah 
Islam keberlakuan dan keberadaan arbitrase atau tahkim yang telah diakui oelh 
                                                 
21
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 91. 
22
Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, h. 
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mayoritas sahabat Rasulullah dan mereka tidak menentangnya. Misalnya 
pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa
23: “Tolaklah permusuhan hingga 
mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan hingga akan 
mengembangkan kedengkian di antara mereka”. Persengketaan pernah terjadi 
yang diputuskan melalui arbitrase di kalangan sahabat. Ini menunjukkan bahwa 
sesungguhnya arbitrase telah menjadi keharusan bagi para pihak yang berkonflik 
untuk mengedepankan rasa perdamaian dan persaudaraan di antara mereka. 
Bahkan Umar bin Khattab telah memberikan pengarahan dalam persoalan ini 
dengan menyatakan: 
 Perdamaian itu diperbolehkan di antara orang-orang Muslim, kecuali 
perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
24
 
Dalam tradisi fiqh Islam, menurut Yahya Harahap telah dikenal adanya 
lembaga hakam yang sama artinya dengan arbitrase, hanya saja lembaga hakam 
tersebut bersifat ad hok. Antara sistem hakam dengan sistem arbitrase memiliki 
ciri-ciri yang sama, yaitu: 
a. Penyelesaian sengketa secara volunteer. 
b. Di luar jalur peradilan resmi. 
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Suhrawardi. K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, h. 179. 
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c. Masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau 
lebih yang yang dianggap mampu, jujur dan independen. 
Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya, adalah: 
a. Bertindak sebagai mahkamah arbitrase (arbitral tribunal). 
b. Sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali. 
c. Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara 
menjatuhkan putusan dan putusannya bersifat final dan mengikat 
(final dan binding).
25
 
Perkembangan selanjutnya para ahli hukum Islam dari kalangan mazhab 
Hanabilah berpendapat bahwa tahkim berlaku untuk penyelesaian sengketa yang 
berkaitan dengan harta benda, qishas, hudud, nikah, li’an. Ahli hukum Islam 
kalangan mazhab Hanafiah berpendapat bahwa tahkim dibenarkan untuk 
menyelesaikan segala sengketa kecuali hudud dan qishas. Sedangkan dalam 
bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam muamalah, nikah dan talak saja. 
Sedangkan ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa  
tahkim dibenarkan dalam bidang harta benda saja, tetapi tidak dibenarkan dalam 
bidang hudud, qishah, dan li’an karena ini merupakan urusan peradilan.26 
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B. Sejarah dan Kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional di Indonesia 
Perkembangan Badan Arbitrase Islam selanjutnya disebut Arbitrase 
Syariah Nasional
27
 di Indonesia dalam sejarah diawali ketika daerah Priangan 
berada di bawah kekuasaan Mataram pada masa kejayaan Sultan Agung dan 
Amangkurat I, di wilayah Priangan (menurut hasil penyelidikan kompeni) telah 
berkembang tiga macam bentuk peradilan, yaitu: 
1. Peradilan Agama yang memiliki kompetensi perdata yang dapat 
dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati, perkara-perkara 
perkawinan dan waris. 
2. Peradilan Drigama mengadili perkara sepanjang tidak termasuk 
perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati. 
3. Pengadilan Cilaga yaitu pengadilan wasit yang khusus untuk 
menyelesaikan sengketa-sengketa di antara orang-orang yang 
berniaga. Perkara-perkara tersebut seperti penyelesaian sengketa 
politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu‟awiyah bin Abi 
Sufyan melalui arbiter, diurus dan diselesaikan oleh suatu badan 
yang terdiri dari beberapa utusan kaum berniaga.
28
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Pengadilan Cilaga inilah yang serupa dengan sistem arbitrase dalam 
hukum perdata umum atau sistem hakam dalam hukum Islam. Untuk selanjutnya, 
sistem arbitrase lebih banyak digunakan oleh kalangan orang-orang Eropa atau 
kalangan pedagang Internasional. Sementara itu untuk sistem hakam atau arbitrase 
syariah belum banyak dikenal oleh masyarakat Islam. Namun dalam praktek 
kehidupan masyarakat, sesungguhnya sistem bertahkim kepada seorang yang ahli 
untuk meminta diselesaikan atau diputuskan perkara di antara mereka 
(sebagaimana cara-cara yang dilakukan Abu Syureih di Arab) sudah lama dikenal 
di lingkungan masyarakat adat. Hanya saja masyarakat belum mengenal dengan 
istilah arbitrase (hakam).
29
 
Cara Penyelesaian deringkali diawali dengan nasihat-nasihat keagamaan, 
tentang arti pentingnya persaudaraan sedemikian rupa, sehingga perselisihan 
dapat diselesaikan secara damai dan orang yang bersengketa saling memaafkan, 
hilang segala karat di hati dan kembali hidup seperti biasa. Apabila salah satu 
pihak yang dirugikan, pihak lainnya secara rela mengembalikan hak saudaranya 
itu, atau sebaliknya pihak yang merasa dirugikan secara sika rela demi 
kepentingan perdamaian menggugurkan haknya dan bisa jadi di satu kali kedua 
belah pihak sama-sama mengalah yakni saling mengalah demi perdamaian.
30
 
Sesaat setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 
dikeluarkanlah UUD 1945 yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan 
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bernegara. Pada pasal 24 mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang berada di 
tangan Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga peradilan yang ada di 
bawahnya. Di samping lembaga peradilan menurut Undang-Undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman diakui pula adanya sistem penyelesaian sengketa di luar 
penadilan, sebagaimana isi penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 
tahun 1970 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yakni: “Penyelesaian 
perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap 
diperbolehkan akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan 
eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (executoir) dari 
pengadilan. Ketentuan inilah yang dijadikan dasar kebolehan berlakunya arbitrase 
di Indonesia. 
Sejarah mencatat bahwa ide untuk melahirkan Badan Arbitrase Syariah 
Nasional muncul pada waktu rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 1992, pada 
waktu itu Hartono Mardjono, ditugasi memaparkan makalahnya tentang arbitrase 
berdasarkan syariat Islam, yang kemudian mendapatkan sambutan dari kalangan 
peserta dan kemudian direkomendasikan untuk ditindak lanjuti oleh Majelis 
Ulama Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 April 1992, dewan pimpinan pusat 
Majelis Ulama Indonesia mengundang pakar atau praktisi hukum atau 
cendekiawan muslim termasuk dari kalangan Perguruan Tinggi Islam duna 
bertukar pikiran tentang perlu tidaknya dibentuk arbitrase Islam. Pada rapat 
selanjutnya tanggal 2 Mei 1992, diundang juga wakil dari Bank Muamalat 
Indonesia dan untuk selanjutnya dibentuk tim kecil guna mempersiapkan bahan-
bahan kajian untuk kemungkinannya membentuk Badan Arbitrase Islam. 
33 
 
 
 
Begitu juga dalam rakernas MUI tanggal 24-27 November 1992, juga 
diputuskan bahwa sehubungan dengan rencana pendirian Lembaga Arbitrase 
Muamalat agar MUI segera merealisasikannya.
31
 Majelis Ulama Indonesia dengan 
Surat Keputusan Nomor: Kep. 392/MUI/V/1992 tertanggal 4 Mei 1992, telah 
membentuk kelompok kerja pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam. 
Kemudian pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H / 21 Oktober 1993, dilakukan 
penandatanganan Akte Pendirian Yayasan Badan Arbitrase Prodjokusumo (Ketua 
MUI) dan H. Zainulbahar Noor, SE (Dirut Bank Muamalat Indonesia). Badan 
Arbitrase Muamalat Indonesia yang didirikan oleh MUI ini adalah bentuk 
yayasan. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk 
badan hukum yayasan sesuai dengan akta notarisnya. Lely Roostiati Yudo 
Paripurno, S.H., Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. BAMUI diketuai oleh H. 
Hartono Mardjono, S.H., sampai beliau wafat tahun 2003. Berkat rahmat Allah 
swt. dan usaha maksimal semua pihak yang terlibat dalam proses berdirinya 
Arbitrase Islam.
32
 
Pada Rakernas tahun 2002 dengan melihat kepada pesatnya perkembangan 
ekonomi syariah baik sistem maupun lembaga yang ada, maka diusulkan untuk 
merubah nama BAMUI menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah 
Nasional). Kemudian berdasarkan pertemuan yang dilakukan pada tanggal 23-26 
Desember 2002 dan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dan pengurus 
BAMUI tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan surat Pengurus BAMUI 
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Nomor 82/BAMUI/07/X/2003 tanggal 7 Oktober 2003, maka MUI dengan SK 
nya nomor Kep.09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, perubahan nama 
BAMUI menjadi BASYARNAS dan menjadikannya sebagai perangkat organisasi 
MUI (tidak lagi berbentuk yayasan).
33
 
Dengan demikian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase 
Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan 
yang ada bahwa anggota pembina dan pengurus Badan Arbitrase Muamalat 
Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan 
hukum yayasan sebagimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka 
atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 
Kep.09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase 
Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS 
MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS) yang merupakan badan yang berada di bawah MUI dan 
merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diketuai oleh 
H. Yudo Paripurno, S.H. 
Dengan adanya perubahan tersebut, maka Basyarnas adalah perangkat 
organisasi MUI sebagaimana DSN (Dewan Syariah Nasional), LP-POM 
(Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan), dan YYDP 
                                                 
33
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 97.  
35 
 
 
 
(Yayasan Dana Dakwah Pembangunan). Namun dalam melaksanakan tugasnya, 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyrnas) sesuai dengan pedoman dasaryang 
ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen, 
dalam artian tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.
34
 
Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat 
diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh 
kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam melainkan 
juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan 
kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan 
independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa 
muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan 
lain-lain di kalangan umat Islam. 
Jadi sejarah berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 
ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat 
Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta 
Asuransi Tafakul yang lebih dulu lahir. 
Memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan belum diatur mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghadapi 
perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak capat, kompetitif, 
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dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan 
yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, 
termasuk perbankan. Selanjutnya dalam memasuki era globalisasi dan dengan 
telah diratifikasikannya bebrap perjanjian internasional di bidang perdagangan 
barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan 
di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuat 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang 
perbankan syariah. 
Dengan adanya undang-undang inin maka pemerintah telah melegalisir 
keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-
bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru 
ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa  antara bank syariah tersebut 
dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu 
mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembagakeuangan syariah, agar didapat kepastian 
hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana setiap akad 
itu dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi: “Jika salah satu pihak tidak 
menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah”. 
Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana 
setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya 
harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang 
37 
 
 
 
terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan 
nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional (BASYARNAS). 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom 
dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan 
perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, 
asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan 
non-muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam 
menyelesaian sengketa. 
Hal lain kaitannya yang tidak kalah menarik dengan lajirnya Badan 
Arbitrase Syariah Nasional ini, Menurut Prof Mariam Darus Badrulzaman, sangat 
tepat melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang 
operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan 
mempergunakan hukum Islam. Menurut Hartono Marjono, karena sesungguhnya 
perjanjian berdasarkan syariat Islam itu menurut ketentuan di negara kita 
dinyatakan sah, maka perlu dicarikan jalan keluar jika terjadi perselisihan 
mengenai perjanjian tersebut. Perlu dipikirkan hukum apa yang diputuskan untuk 
diambil jika terjadi perselisihan. Jika yang dipilih hukum menurut ketentaun 
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syariat Islam, maka perlu dipersiapkan institusi yang berkompeten untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut.
35
 
Keadaan demikian akan tertolong dengan keberadaan lembaga arbitrase 
syariah. Karena pada dasarnya dalam arbitrase yang dibentuk penyelesaian 
sengketanya adalah secara pribadi (Ajudikasi Privat) yang mana para pihak 
menyepakati untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak yang netral yang 
mereka pilih unautk membuat keputusan. Selain itu para pihak juga dapat memilih 
hukum mana yang dipakai atau diterapkan pada sengketa tersebut sehingga akan 
malindungi para pihak yang bersengketa dari rasa takut atau ketidakyakinan 
terhadap hukum substantif dari yurisdiksi tertentu. Dengan demikian 
memunginkan diterapkannya hukum Islam dalam penyelesaian sengketa antara 
nasabah dengan bank syariah.  Di samping itu menurut Hartono Mardjono, 
eksistensi arbitrase Islam ini juga dalam rangka perjuangan untuk penegakan 
syariat Islam secara konsepsional di bawah bingkai konstitusi nasional negara 
kita.
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Kemudian pada tahun 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa. Undang-
Undang ini lahir sebagai pengganti beberapa peraturan arbitrase sebelumnya yaitu 
pasal 615 sampai pasal 651 Reglemen Acara Perdata (reglement op de 
rechtvorderin), staatsblad 1847;52), dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang 
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diperbaharui (Het herziene Indonesisch Reglement, Staatblads 1941;44) dan pasal 
705 Reglemen acara untuk luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement 
Buitengewesten, staatblad 1927;227). 
Di dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
diakuinya keberadaan lembaga arbitrase syariah di Indonesia sebagaimana 
disebutkan bahwa “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak 
yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; 
lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu 
hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”. Ketentuan ini 
sekaligus mengakui pembentukan Basyarnas sebagai salah satu pranata untuk 
mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam kasus perdata secara syariah 
bagi umat Islam. 
Selain itu di Indonesia saat ini melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia 
telah dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI selanjutnya disempurnakan 
dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait hubungan muamalah 
(perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan, “Jika salah satu pihak tidak 
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah 
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. 
Sebagaimana diketahui arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad hok) 
maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase ad hok 
dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan 
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arbitrase. Pada umumnya arbitrase ad hok ditentukan berdasarkan perjanjian yang 
menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang telah 
disepakati oleh para pihak. Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen 
yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang 
mereka tentukan sendiri. 
Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-
badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun yang internasional seperti The 
Rules of Arbitration dai International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The 
Arbitration Rules dari Disputes International Center for Settlement of Inestment 
Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai aturan dan 
sistem arbitrase sendiri-sendiri. 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai salah satu 
lembaga yang menawarkan jasa arbitrase untuk sektor bisnis ekonomi Islam atau 
bisnis berbasis syariah. Lembaga arbitrase yang mengklaim berdasarkan hukum 
Islam. Sebagai suatu badan arbitrase, Basyarnas bertujuan menyelesaikan 
perselisihan/sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan 
perdamaian/islah. Di Mahkamah Agung (MA) sendiri, baru pada tahap kajian dan 
kemungkinan penerapan metode arbitrase berdasarkan prinsip-prinsip syariah, 
sebagaimana dikemukakan Hakim Agung Meike Komar.
37
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bisa dijalankan dalam perkara berkaitan dengan masalah syariah, misalnya 
sengketa terkait perbankan syariah. 
Sejauh ini penerapan arbitrase syariah baru kajian awal. MA melihat 
kemungkinan arbitrase syariah dilakukan bersama negara-negara yang 
melaksanakan prinsip syariah seperti Malaysia, Qatar, atau negara Timur Tengah 
lainnya. 
Kedudukan arbitrase syariah semakin diperhitungkan dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang pada 
pasal 62 disebutkan bahwa: 
(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah 
untuk mencapai musyawarah mufakat. 
(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, 
arbitrase, atau pengadilan. 
Dalam hal ini undang-undang ini merekomendasikan cara menyelesaikan 
sengketa wakaf dilakukan dengan arbitrase jika musyawarah dan mediasi tidak 
berhasil. 
Demikian juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55: 
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 
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(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa 
dilakukan sesuai dengan isi akad. 
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 
Pada bagian penjelasan pasal 55 undang-undang ini disebutkan: 
(1) Cukup Jelas 
(2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai 
dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: 
a. Musyawarah 
b. Mediasi perbankan 
c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau 
lembaga arbitrase lain; dan / atau 
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum 
(3) Cukup Jelas38 
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
pada pasal 55 sebagaimana dipaparkan di atas telah jelas pada ayat (1) sengketa 
perbankan syariah diselesaikan di Pengadilan lingkup Peradilan Agama. 
Sedangkan dalam pasal (2) dijelaskan bahwa selain penyelesaian melalui 
Pengadilan terdapat pula alternatif penyelesaian lain yaitu melalui musyawarah, 
mediasi, ataupun lembaga arbitrase dalam hal ini yaitu Badan Arbitrase Syariah 
                                                 
38
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, Penjelasan Pasal 55, h. 61. 
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Nasional sebagai lembaga lembaga arbitrase yang berdasarkan pada prinsip 
syariah. 
Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman pada pasal 58 disebutkan arbitrase merupakan upaya penyelesaian 
sengketa perdata di luar pengadilan. Sedangkan pada pasal 59 ayat (1) disebutkan 
bahwa arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 
berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak 
yang bersengketa.
39
 Dan pada penjelasan pasal 59 ayat (1) “Yang dimaksud 
dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah”.40 
Dari beberapa penjelasan di atas diketahui bahwa kedudukan arbitrase 
syariah dalam hal Basyarnas sebagai pranata penyelesaian sengketa di Indonesia 
sangatlah kuat. Hal ini terbukti dengan adanya dukungan dari beberapa peraturan 
perundang-undangan serta dukungan Majelis Ulama Indonesia melalui sekian 
banyak fatwanya yang merekomendasikan arbitrase syariah sebagai pranata 
penyelesaian sengketa perdata Islam di Indonesia. 
Untuk kompetensi relatif Badan Arbitrase Syariah Nasional guna 
mengakomodir kebutuhan penyelesaian sengketa saat ini Basyarnas telah 
memiliki 17 cabang/perwakilan yang terletak di ibukota provinsi di Indonesia. 
Apabila terjadi sengketa di daerah yang belum terbentuk cabang/perwakilan 
Basyarnas, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase 
                                                 
39
Abdul Ghofur Anshori, Perjanjian Islam (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006), h. 
148. 
40
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Penjelasan Pasal, Pasal 59 Ayat (1), h. 34. 
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Syariah Nasional, maka penanganannya lebih lanjut akan diatur dalam keputusan 
Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional. Namun, biasanya para pihak berhak 
memilih menentukan dimana akan diselesaikan sengketanya tersebut, hal ini 
didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa.
41
 
C. Fungsi dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional  
1. Fungsi Basyarnas 
Melihat dari sejarah munculnya lembaga arbitrase di dunia lebih identik 
dengan dua hal yakni, pertama karena melemahnya kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga-lembaga peradilan sebagai penyelesaian sengketa (perkara) di 
masyarakat, terutama pengusaha. Berbagai dampak negatif kemudian sangat 
terasa bagi para pihak dalam penyelesaian perkara tersebut melalui lembaga 
peradilan. Padahal, lembaga peradilan sendiri pada dasarnya adalah tempat 
mengadu mereka yang merasa dirugikan dan menuntut keadilan dari hak yang 
dirampas darinya. Hal ini menyebabkan muculnya keraguan masyarakat, 
khususnya para pelaku bisnis. Kedua, realitas perkara di pengadilan juga 
menunjukkan “ketidakmampuan” bekerja secara maksimal karena menumpuknya 
perkara masuk dan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Di samping itu, 
kompetensi yang dimiliki hakim yang tidak menguasai segala bidang secara 
mendalam juga menjadi masalah kronis hingga kini.
42
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Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 110. 
42
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 104. 
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Pertimbangan pertama tampak lebih menunjukkan bahwa keberadaan 
lembaga peradilan adalah sebuah kebutuhan masyarakat sendiri. Sedangkan kedua 
mengisyaratkan bahwa arbitrase dalam segala bentuknya, adalah kebutuhan dari 
pada lembaga peradilan. Tidak mudah menciptakan suatu sistem penyelesaian 
sengketa yang diinginkan dunia bisnis. Dunia bisnis menghendaki sistem yang 
tidak formal dan pemecah masalah menuju depan. Paradigma sistem ini sulit 
diatur dalam sistem litigasi (ordinary court), karena sistem litigasi bukan didesain 
untuk menyelesaikan masalah melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang 
berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Bahkan, jika dilihat secara 
mendalam, penyelesaian sengketa yang lebih tepat untuk masyarakat Indonesia 
adalah penyelesaian dengan jalur alternatif. Jalur alternatiflah yang metode 
penyelesaiannya sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia. 
Ruang lingkup arbitrase terkait erat dengan persoalan yang menyangkut 
huququl ‘ibad (hak-hak perseorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum 
yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan bendanya. 
Umpamanya, kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak 
harta orang lain, hak seorang pemegang gadai untuk menahan harta gadai dalam 
pemeliharaannya, hak menyangkut utang piutang, seperti dalm jual beli dan sewa-
menyewa.
43
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Wahbah az-Zuhaili, Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, h. 752. 
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Demikian juga dengan kemunculan arbitrase syariah di Indonesia, tujuan 
didirikannya dan fungsi Basyarnas yang sebelumnya bernama BAMUI 
berdasarkan isi dari pasal 4 anggaran dasarnya adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-
sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam perdagangan, 
industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. 
2. Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa 
dalam suatu perjanjian, ataupun tanpa adanya suatu sengketa untuk 
memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu 
persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. 
3. Adanya Basyarnas sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi 
untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di 
antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau para 
pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat 
muslim yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang 
menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya, pada umunya adalah 
merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. 
4. Ruang lingkup Basyarnas adalah semua lembaga keuangan, 
industri, jasa dan lain-lain yang dalam operasinya menggunakan 
sistem syariah.
44
 
 
                                                 
44
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 105-106. 
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2. Kewenangan Basyarnas 
Apabila dihubungkan dengan ruang lingkup tugas hakam, maka yang 
termasuk ke dalam kewenangannya hanyalah sengketa-sengketa yang berkaitan 
dengan hak perorangan, dimana ia (perorangan) berkuasa penuh apakah ia akan 
menuntut atau tidak, atau ia akan memaafkan atau tidak. Suatu hal yang menjadi 
tujuan utama bagi praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan 
damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh hakam 
hanyalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. 
Sengketa-sengketa yang bisa didamaikan seperti sengketa yang menyangkut harta 
benda (dalam bidang mu‟amalah) dan yang sama dengan sifatnya dengan itu 
(hukum privat).
45
 Oleh karena itu, tahkim dalam kaitan dengan hudud, qisas, 
qozhaf  tidak diperbolehkan. 
Surah an-Nisa ayat 35 sendiri yang menjadi dasar tahkim atau arbitrase 
sendiri berisi tahkim antara dua orang yang bersengketa atau berselisih dalam hal 
rumah tangga, yang mana permasalahan rumah tangga adalah rana privat 
(individu/perseorangan). Maka dari itu dapat dianalogikan bahwa arbitrase 
digunakan hanya pada perkara-perkara yang sifatnya pribadi, atau pada rana 
perdata seperti perjanjian, sewa-menyewa, keuangan dan lain-lain. Yang mana 
kesemuaannya merupakan permasalahan yang dapat didamaikan atau islah. 
                                                 
45
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, h. 115. 
Lihat juga: Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan 
Agama, h. 433. 
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Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan mengenai sengketa yang dapat 
diselesaikan melalui arbitrase dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui 
arbitrase meliputi: 
1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di 
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan 
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 
bersengketa. 
2. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa 
yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. 
Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 5 di atas diketahui bahwa 
sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase yakni meliputi sengketa di 
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan 
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. 
Sedangkan sengketa yag tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah 
sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan 
perdamaian. 
Dengan demikian Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai lembaga 
arbitrase Islam yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 
merupakan perangkat MUI, mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian 
sengketa bisnis atau perdagangan para pihak sesuai dengan peraturan prosedur 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Bahkan untuk mendukung hal 
49 
 
 
 
tersebut dalam tiap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai kegiatan ekonomi syariah, senantiasa 
mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas.
46
  
Secara prinsip, dimasukkan ketentuan Badan Arbitrase Syariah Nasional 
dalam fatwa merupakan suatu pemikiran yang baik. Pelaku usaha syariah akan 
memperoleh perlindungan hukum dari para arbiter yang sangat memahami 
ekonomi syariah. 
Kewenangan absolut Badan Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan 
sengketa yaitu: 
1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) 
yang timbul di bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan 
lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan 
dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak 
sepakat secara tertulis untuk menyerahkan kepada Basyarnas 
sesuai dengan prosedur Basyarnas. 
2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat atas permintaan para 
pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan 
dengan suatu perjanjian.
47
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Beberapa fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan hubungan muamalah (perdata) selalu 
diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.” Contoh 
pernyataan tersebut disebutkan di dalam Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan 
Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa 
Efek, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Fatwa No. 
47/DSN-MUI/IX/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu 
Membayar. Dan masih banyak lagi fatwa DSN-MUI yang menyebutkan Basyarnas. 
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Basyrnas memiliki kewenangan terhadap sengketa-sengketa yang timbul 
dalam bidang-bidang yang telah disebutkan di atas yang berdasarkan pada 
perjanjian atau kesepakatan atas dasar syariat Islam. Hal ini yang perlu digaris 
bawahi, bahwa hanya perjanjian atau kesepakatanlah yang harus berlandaskan 
syariat Islam. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pihak/person atau 
lembaga yang bukan Islam dapat mengajukan perkaranya kepada Basyarnas, asal 
syarat perjanjiannya terpenuhi. 
Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan salah satu asas penting 
sebagaimana terkandung dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama, yakni asas penundukan diri terhadap hukum Islam. 
Asas ini didasarkan pada penjelasan undang-undang tersebut yang menyatakan 
bahwa “Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam” adalah 
termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri 
dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi 
kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Berdasarkan 
ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pihak-pihak (person/badan hukum) 
yang dibenarkan berperkara di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada 
mereka yang bergama Islam saja, melainkan juga yang non Islam.
48
 
D. Validitas Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan 
Syariah Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. 
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Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan 
Agama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 468. 
48
Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 109-110. 
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Persoalan penyelesaian sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur di 
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX 
Pasal 55 ayat (1) sampai (3) tentang Penyelesaian Sengketa. Namun pada bagian 
penjelasan pasal 55 ayat (2) masih disebutkan masih adanya kemungkinan 
diselesaikannya sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan di lingkup 
Peradilan Umum, hal ini menyebabkan masih adanya multitafsir yang terjadi 
dalam memahami undang-undang ini, khususnya pada pasal 55 ayat (2) yang 
kaitannya dengan kewenangan absolut sebuah pengadilan. 
Namun hal ini telah dijelaskan kembali pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang isinya menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah hanya pada 
pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi 
(di luar pengadilan), bukan pada pilihan Pengadilan Agama atau Pengadilan 
Negeri. 
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan penjelasan Pasal 55 
ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi, sedangkan batang tubuh 
sebagai pasal yang membuat norma tidak turut dinyatakan tak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Artinya pembatalan atas penjelasan pasal tidak 
otomatis membatalkan norma Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan 
Syariah tetapi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Pemahaman ini berimplikasi pada validitas arbitrase syariah yang tetap mendapat 
tempat sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Tanpa 
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penjelasan pasal pun, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah sudah 
bisa dipahami yang memberi kesempatan bagi bank syariah dan nasabah untuk 
melakukan pilihan forum (choice of forum).
49
 
Dari putusan tersebut dapat dirumuskan ketentuan mengenai penyelesaian 
sengketa perbankan syariah sebagai berikut: 
1. Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , penyelesaian sengketa 
perbankan syariah secara litigasi hanya dapat dilakukan di 
peradilan agama, dan tidak ada lagi opsi peradilan umum 
2. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah, pihak-pihak yang bersengketa 
diperkenankan memilih forum penyelesaian di luar peradilan 
agama (choice of forum) melalui arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa lain seperti musyawarah, mediasi atau 
konsiliasi dengan cara mencantumkannya dalam akad atau klausul 
arbitrase 
3. Penyelesaian pada forum di luar peradilan agama tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
50
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Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syariah, h. 349. 
50
Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syariah, h. 352. 
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Jadi jelaslah yang dimaksud dengan choice of forum di dalam Pasal 55 
ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah adalah pilihan forum antara forum 
litigasi dan non-litigasi. 
Bagan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomot 93/PUU-X/2012 
 
Bank Syariah Nasabah 
Sengketa 
Litigasi 
Non-Litigasi 
Peradilan 
Agama 
Utama 
Musyawarah 
Mediasi 
Perbankan 
Arbitrase 
Syariah 
Alternatif 
Penyelesaian 
Sengketa Lain 
Alternatif 
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BAB III 
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH 
Sebuah sengketa timbul karena ada pihak yang melanggar perjanjian, hal 
ini yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan antar kedua belah pihak yang 
berujung pada penyelesaian sengketa. Padahal di dalam Islam, penghormatan 
terhadap perjanjian hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan 
peranannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya 
dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan 
kerukunan.
1
 Salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya sengketa yaitu para 
pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau 
melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan akad.
2
 
Institusi penyelesaian sengketa dan sanksi-sanksi merupakan fase terakhir 
dalam upaya penegakan hukum terkait perbankan syariah. Artinya, jika pelaku 
perbankan syariah dan pihak terkait lainnya melaksanakan kewajiban dengan baik 
dan benar, maka fase terakhir ini tidak perlu dilewati. Dengan begitu, perbankan 
syariah tidak dipenuhi hiruk pikuk sengketa hukum yang pada akhirnya secara 
langsung atau tidak langsung merusak citra perbankan syariah.
3
 
Penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah, setidaknya sudah diatur 
dalam tiga peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 
                                                 
1
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jilid XI; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993), h. 173. 
2
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid  XIII, h. 41. 
3
Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan 
Hukum Nasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 225. 
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Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4
, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama
5
, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 
tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 
Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
6
. 
A. Penyelesaian Melalui Peradilan 
1. Pendahuluan 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa 
perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama. Salah satu 
perubahan mendasar adalah penambahan wewenang Peradilan Agama antara lain 
dalam bidang ekonomi syariah. Kewenangan baru itu disebutkan dalam pasal 49 
huruf (i) Undang-Undang a quo.
7
 
Ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah “Memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam 
di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infak, dan 
ekomomi syariah”. 
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Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, Pasal 55, h. 28. 
5
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama, Pasal 49, h. 9. 
6
Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan 
Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank 
Syariah, Pasal 4, h. 4. 
7
Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 
Perjuangan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 361. 
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Dalam penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama untuk 
menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau 
bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah 
Pengadilan Negeri/Niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka 
setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, menyangkut 
penyelesaian sengketa bisnis khusunya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas 
dan kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama.
8
 
Kewenangan dalam bidang ekonomi syariah yang dimaksud adalah 
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang 
meliputi  
a. Bank syariah; 
b. Lembaga keuangan mikro syariah; 
c. Reasuransi syariah; 
d. Reksadana syariah;  
e. Obligasi syariah;  
f. Surat berharga berjangka menengah syariah;  
g. Sekuritas syariah;  
h. Pembiayaan syariah;  
i. Pegadaian syariah;  
j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan  
                                                 
8
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012), h. 166. 
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k. Bisnis syariah.9 
Penetapan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah bagi 
peradilan agama merupakan respon mterhadap perkembangan yang signifikan 
dalam dinamika hukum nasional. Di samping merupakan desakan tersendiri 
masyarakat muslim Indonesia yang menuntut agar penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah diselesaikan dengan cara syar’i pula melalui implementasi hukum-hukum 
dalam sistem ekonomi Islam serta ketentuan-ketentuan dalam keperdataan Islam. 
Hal tersebut dipertegas dalam penjelasan umum Undang-undang RI NO. 3 Tahun 
2006  alinea kedua yang menyebutkan bahwa perluasan kewenangan peradilan 
agama dilandasi oleh perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, 
khususnya masyarakat muslim.
10
 
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah upaya yang 
ditempuh para pihak setelah melalui upaya damai (sulh) tidak mampu 
membuahkan kesepakatan sebagai bentuk penyelesaian final. Di Indonesia 
kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan empat badan 
peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan 
tat usaha negara serta oleh Mahkamah Konstitusi.
11
 
                                                 
9
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
AtasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penjelasan Pasal 49 Huruf 
i, h. 16. 
10
Abd. Halim Talli, Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 88. 
11
Rumusan tentang kekuasaan kehakiman merupakan buah reformasi yang tertuang dalam 
Bab IX pasal 24 amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.  
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Kekuasaan mengadili sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan 
absolut Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009. 
Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 
syariah diperkuat dengan disahkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 dan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah
12
. 
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan: 
(1) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh 
Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama 
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa 
dilakukan sebagaimana isi akad. 
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 
                                                 
12
Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 
Perjuangan, h. 370-371. 
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Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
menyebutkan yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai 
dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: 
 Musyawarah; 
 Mediasi Perbankan; 
 Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); 
 Atau lembaga Arbitrase Lain; dan/atau 
 Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah memberi aturan atas 
penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam 
lingkup peradilan agama. Ketentuan ini sejalan dan memperkuat aturan yang 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 
yang memberi kewenangan bagi peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah termasuk perbankan syariah. Penyelesaian yang disebut dalam 
pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan penyelesaian 
secara litigasi yang dilakukan dalam proses peradilan.
13
 
Pasal 55 undang-undang ini dinilai “banci” karena kontradiktif dengan 
penjelasannya yang menyebutkan bahwa penyelesaian secara litigasi terhadap 
sengketa perbankan syariah ditempuh melalui pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum. Keberadaan penjelasan pasal 52 tersebut menimbulkan polemik 
                                                 
13
Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 348. 
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dan diskusi yang hangat dalam berbagai forum dan tulisan-tulisan para ahli. 
Polemik itu baru berakhir setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Putusan tersebut menegaskan bahwa 
penjelasan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah yang selama ini menjadi biang 
kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (choice of forum). Konsekuensi 
konstitusionalnya adalah bahwa sejak putusan tersebut diketok, Pengadilan 
Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara 
perbankan syariah.
14
 
Dengan ditetapkannya peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian 
sengketa yang memiliki kewenangan mutlak di bidang perbankan syariah secara 
litigasi, mengakibatkan peradilan umum tidak berwenang menyelesaikan sengketa 
yang dimaksud. Kedua institusi tersebut (peradilan agama dan peradilan umum) 
merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dengan kewenangan yang diatur 
undang-undang secara litigasi. Hal ini juga berdampak pada peradilan umum 
sebagai lembaga penyelesaian sengketa secara litigasi. Peradilan umum sebagai 
forum litigasi tidak bisa dipilih sebagai alternatif dari peradilan agama dalam 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena bisa menimbulkan 
ketidakpastian dan menimbulkan konflik kewenangan antarperadilan. Berbeda 
                                                 
14
Abdurrahman Rahim, Jurnal: Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 93/PUU-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama), (t.t: t.p, t.th), h. 10. Lihat 
juga, http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-hukum-terhadap-
putusan-mahkamah-konstitusi-no-93puu-x2012-studi-kewenangan-absolut-peradilan-agama-oleh-
abdurrahman-rahim-shimh-139 
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dengan arbitrase syariah yang berkedudukan sebagai pilihan penyelesaian 
sengketa di luar peradilan (non-litigasi), dapat menjadi alternatif dari proses 
litigasi.
15
  
Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, merupakan amanah konstitusi 
kepada lembaga peradilan agama yang kekuasaannya dipersonifikasikan oleh 
hakim-hakimnya dan harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, 
dan seadil-adilnya. Di sinilah profesionalitas hakim-hakim agama ditantang dan 
diuji. Untuk menjaga dan mengawal kewenangan penuh Pengadilan Agama dalam 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah, perlu diupayakan strategi konkret. 
Strategi ini sekaligus menjadi konverter untuk mengubah tantangan menjadi 
peluang demi meneguhkan eksistensi Pengadilan Agama dalam konstelasi hukum 
nasional.
16
 
Dalam hal penyelesaian sengketa perbankan yang dilakukan atas prinsip-
prinsip syariah melalui mekanisme litigasi Pengadilan terdapat beberapa kendala, 
antara lain belum tersedianya hukum acara yang baik. Di samping itu, masih 
banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau 
                                                 
15
Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syariah, h. 351. 
16
Ahmad Z. Anam, M.Si, Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
93/PUU-X/2012 (Tantangan dan Strategi Pengadilan Agama Dalam Merespon Amanat Konstitusi 
yang Memberikan Kewenangan Penuh untuk Mengadili Sengketa Perbankan Syariah), 
http://konsultasi-hukum-online.com/2013/12/pengadilan-agama-pasca-putusan-mk-nomor-93puu-
x2012/. 
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hukum bisnis islam. Dalam hal menyangkut bidang sengketa, belum ada lembaga 
penyelidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah.
17
 
Untuk melaksanakan amanat konstitusi serta untuk menangani kendala-
kendala yang muncul dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
sebagai salah satu kewenangan tambahan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006, seiring itu dilakukan pula pelatihan-pelatihan, diklat-diklat dan seminar 
tentang ekonomi syariah bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan agama. 
Semua itu dilakukan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag), Pusdiklat Kumdil 
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, serta lembaga-lembaga lainnya. 
2. Hukum Formil dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 
Dalam undang-undang Peradilan Agama, berkaitan dengan hukum acara 
pemeriksaan sengketa perbankan syariah yang digunakan oleh lingkungan 
Pengadilan Agama tidak diatur secara khusus. Tidak dijumpai satu pasalpun yang 
mengatur hukum acara, hanya diatur secara umum sebagaimana termuat pada Bab 
IV Bagian Pertama yaitu Pasal 54 UU Peradilan Agama. Bunyi pasal tersebut 
adalah: 
“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan 
Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan 
                                                 
17
Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 
Pengadilan Agama (Jakarta: Komisi Yudisial, 2013), h. 204. 
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Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-
undang ini”.18 
Berdasarkan hal tersebut, maka proses pemeriksaan gugatan sengketa 
perbankan syariah mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, 
pembuktian, dan putusan, semua tunduk pada hukum acara yang berlakubagi 
lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana diatur  dalam Het Herzience Indonesie 
Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura, Rechtsreglemet Voor de 
Buitengewesten (RBg) untuk daerah luar Jawa dan Madura, begitu juga mengenai 
upaya hukum yang berlaku, merujuk pada UU No. 20 Tahun 1947 tentang 
Peradilan Ulangan (Banding)
19
 untuk upaya banding, Pasal 43-65 UU Mahkamah 
Agung
20
 untuk upaya Kasasi, dan Pasal 66-78 UU Mahkamah Agung
21
 untuk 
upaya Peninjauan Kembali (PK). 
Disamping itu, diberlakukan juga Burgelijke Wetbook Voor Indonesia 
(BW) atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khusunya 
                                                 
18
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, Pasal 54, h. 15. Lihat juga: Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di 
Bank Syariah, h. 167-168. 
19
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan pada pasal 6-15 
yang mengatur tentang Peradilan Ulangan (Banding) perkara perdata. 
20
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung, Pasal 43-65, h. 11-17. 
21
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung, Pasal 66-78, h. 17-21. 
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buku ke IV tentang pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan 
pasal 1993.
22
 
3. Hukum Materiil dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 
Hukum materil tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan 
peraturan perundang-undangan, tetapi juga asas-asas, doktrin-doktrin, teori-teori 
hukum, dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap sebagai 
hukum yang harus dipatuhi. 
Sebelum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
mengalami perubahan, menurut Abdul Manan, hukum materil yang berlaku di 
lingkungan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum 
baik yang tersebut dalam kitab-kitab fikih maupun dalam kitab-kitab hukum 
lainnya.
23
 
Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diadakan perubahan 
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka selain hukum materil 
sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan penambahan bidang kewenangan 
                                                 
22
Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 
Pengadilan Agama, h. 206. 
23
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 
(Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 23-24. 
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Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah maka hukum materil yang 
digunakan juga bertambah banyak. 
Hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perbankan 
syariah di Peradilan Agama memang sama dengan hukum acara yang berlaku di 
Peradilan Umum, namun hukum materil yang digunakan masih tersebar pada 
berbagai sumber hukum dan belum terkodifikasi secara lengkap. Hasil diskusi 
PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat) di Jakarta Tahun 
2006 menyepakati bahwa hukum materil yang menjadi dasar untuk memutuskan 
sengketa adalah:
 24
 
a. Akad; 
b. Al-Qur’an dan Hadis; 
c. Peraturan Perundang-undangan; 
d. Fatwa Dewan Syariah Nasioanal; 
e. Fiqh dan Ushul Fiqh; 
f. Adat Kebiasaan; 
g. Yurisprudensi. 
 
a. Akad 
Mayoritas Ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah 
halal. Namun asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas 
ulama berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan nash-nash atau 
                                                 
24
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, h. 176. 
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kesimpulan dari nash berdasarkan ijtihad. kalangan Hambaliyah dan Ibnu 
Syurmah serta sebagian para pakar hukum Islam di kalangan Malikiyyah 
berpendapat lain. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas. 
Namun demikian telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu adalah keridhaan 
dari kedua belah pihak, konsekuensinya apa yang telah disepakati bersama harus 
dilakukan.
25
 
Berkaitan dengan akad, terdapat pendapat bahwa: 
“Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah sumber hukum 
utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. 
Oleh karena itu, Hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu 
sudah memenuhi syarat dan rukunnya suatu perjanjian. Apakah suatu akad 
perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan 
dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejuuran dan kebenaran serta asas 
tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah perjanjian itu mengandung hal-
hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengandung unsur riba 
dengan segala bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur maisir 
atau spekulatif, dan unsur dhulm atau ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini 
terdapat dalam akad perjanjian itu, maka Hakim dapat menyimpang dari 
isi akad perjanjian itu.”26 
Akad menjadi dasar utama dalam suatu perjanjian. Pada sengketa 
perbankan syariah, akad menjadi dasar apakah sah suatu perjanjian atau tidak. 
Ketika akad yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan unsur-unsur yang 
dilarang oleh syariah maka selanjutnya baru Hakim bisa memeriksa sengketa yang 
terjadi pada sebuah perjanjian. 
b. Al-Qur’an dan Hadis 
                                                 
25
Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 
Pengadilan Agama, h. 220-221. 
26
Pendapat Drs. H. Taufiq, SH., MH., Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Lihat: 
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, h. 176-177. 
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Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam merupakan sumber hukum 
tertinggi, termasuk dalam aspek ekonomi. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang 
membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dapat 
dijadikan sebagai sumber hukum substantif dalam menyelesaikan berbagai 
masalah ekonomi dan keuangan. Secara eksplisit Syauqi Al-Fanjani menyebutkan 
ada 21 ayat yaitu Al-Baqarah ayat 188, 275 dan 279, An-Nisa ayat 5 dan 32, Hud 
ayat 61 dan 116, Al-Isra ayat 27, An-Nur ayat 33, Al-Jatsiah ayat 13, Ad Dzariyat 
ayat 19, An-Najm ayat 31, Al-Hadid ayat 7, Al-Hasyr ayat 7, Al-Jumuah ayat 10, 
Al-Ma’arif ayat 24 dan 25, Al-Ma’un ayat 1, 2 dan 3.27 
Menurut Abdul Manan, ayat-ayat AL-Qur’an tentang ekonomi pada 
pokoknya menjelaskan tema terkait ekonomi dan keuangan, baik makro maupun 
mikro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan serta 
aturan terkait transaksi yang harus berdasarkan prinsip syariah.
28
 
Di antara kitab Hadis yang dapat dijadikan rujukan dalam ekonomi syariah 
adalah: 
 Sahih Bukhari, yang terkait dengan Al-Buyu’, Ijarah, As-Salam, Al-
Hawalah, dan Al-Wakalah; 
 Sahih Muslim, dalam bab Buyu’; 
 Sahih Ibnu Hibban, tentang Buyu’ dan Ijarah; 
                                                 
27
Muhammad Syauqi Al-Fanjani, Ekonomi Islam Masa Kini (Bandung: Husaini, 1998), h. 
71. 
28
Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 
Perjuangan, h. 373. 
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 Sunan Ibnu Daud, dalam kitab Al-Buyu’; 
 Sunan Tirmidzi dalam kitab Al-Buyu’; 
 Sunan Nasa’i dalam kitab Al-Buyu’.29 
Dalam kitab hadis Shahih Al-Bukhari, bab buyu’ (jual beli) dijelaskan: 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya’qub Al 
Karmaniy  telah menceritakan kepada kami Hassan telah menceritakan 
kepada kami Yunus berkata, Muhammad, dia adalah Az Zuhriy dari 
Anas bin Malik r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang ingin 
diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah 
kematiannya hendaklah dia menyambung silaturrahim. 
Yang menjadi salah satu poin penting dalam hadis di atas adalah 
silaturrahim yang menjadi prinsip dalam arbitrase syariah yang membuat rezeki 
luas dan juga meninggalkan nama baik setelah kematian. 
c. Peraturan Perundang-undangan 
Di antara peraturan perundang-undangan yang harus dibaca, dipahami dan 
dikuasai oleh Hakim Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Bank Indonesia 
adalah: 
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
Syariah; 
                                                 
29
Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhariy, Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-
Mukhtasar min Umur Rasulillah Sallallahu Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, Juz III 
(Cet. I; t.tp: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 56. 
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 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan 
Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah 
 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum 
yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah; 
 Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/DPM Tahun 2004 tentang 
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Pengkreditan 
Rakyat Syariah; 
 Dan Lain-lain. 
Ada juga yang menguraikan peraturan perundang-undangan lain yang 
bersentuhan dengan peraturan perbankan seperti: 
 Undang-Undang  Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria; 
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen; 
 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa; 
 Dan Lain-lain. 
Disamping undang-undang di atas, ada juga beberapa undang-undang 
yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah seperti Undang-
Undang Peradilan Agama, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, keputusan 
Presiden dan keputusan Menteri. 
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Peraturan yang sangat fundamental dan merupakan terobosan hukum yang 
dilakukan oleh Mahkamah Agung RI adalah dengan menerbitkan Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah tanggal 10 September 2008. PERMA ini merupakan langkah 
darurat untuk mengisi kekosongan hukum materil terkait penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah.
30
 Dalam PERMA ini ditetapkan bahwa: Hakim pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Agama yang menerima, mengadili dan 
menyelesaikan perkara berkaian dengan ekonomi syariah, mempergunakan 
sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
sebagaimana dilampirkan dalam PERMA ini. Ditegaskan pula, bahwa meskipun 
sudah ada KHES sebagai pedoman prinsip syariah, hal tersebut tidak 
mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk 
menjamin putusan yang adil dan benar.
31
 
Penyusunan KHES ini berada pada Tim Mahkamah Agung RI yang 
diketuai oleh Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.,Hum. Tim ini semula 
menyusun sebuah draf KHES yang berisi 1015 Pasal. Setelah didiskusikan oleh 
Tim PPHIM di Cianjur pada tanggal 14 s.d 16 Juni 2007 atas Prakasa Direktur 
Perdata dan Tata Laksana Perdata Agama (Ditjen Badilag), pasalnya dikurangi. 
Akhirnya sekarang KHES ini, sampai dengan Maret 2009 terdiri dari 4 buku 
(bagian). Buku pertama tentang Subjek Hukum dan Amwal terdiri dari 19 Pasal, 
                                                 
30
Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 
Perjuangan, h. 375-376. 
31
Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1 ayat (1) dan (2), h. 2. 
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yaitu Pasal 1 s.d pasal 19. Buku Kedua tentang Akad terdiri dari 655 Pasal, yaitu 
mulai Pasal 20 s.d Pasal 674. Buku Ketiga tentang Zakat dan Hibah terdiri dari 56 
Pasal, yaitu Pasal 675 s.d Pasal 734, dan Bab Keempat tentang Akuntansi Syariah 
sebanyak 61 Pasal, yaitu Pasal 735 s.d Pasal 769.
32
 
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu perangkat 
organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini memiliki kewenangan 
untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank 
berdasarkan prinsip syariah. Sejak dibentuk pada tahun 1999, DSN telah banyak 
menelurkan fatwa yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh stakeholder
33
 
ekonomi syariah. 
Banyak fatwa-fatwa yang bersinggungan dengan sengketa ekonomi 
syariah seperti fatwa tentang giro, tabungan, deposito, murabahah, pembiayaan 
ijarah, kafalah, dan masih banyak lagi. Semuanya dibuat dalam rangka memenuhi 
kebutuhan kemajuan zaman yang tak bisa terelakkan lagi dan tentunya sebagai 
jawaban bahwa hukum Islam sendiri sangat sesuai dengan segala zaman. 
Beberapa Fatwa DSN yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah yaitu: 
                                                 
32
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, h. 177. 
Lihat juga: www.badilag.net/Kompilasi_Hukum_Ekonomi_Syariah  
33
Stake Holder atau Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan isu 
dan permasalahan yang sedang diangkat. Dalam hal ini para penegak hukum, terkhusus lagi untuk 
para hakim pada lingkup Pengadilan Agama. Lihat: 
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan 
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 1/DSN-MUI/2006 tentang 
Giro. 
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 2/DSN-MUI/2006 tentang 
Tabungan. 
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 3/DSN-MUI/2006 tentang 
Deposito. 
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/2006 tentang 
Murabahah. 
 Dan lain-lain.34 
 
 
e. Fiqh dan Ushul Fiqh 
Fiqh merupakan sumber hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqh yang muktabar berisi 
berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan 
sengketa ekonomi syariah. Di samping kitab-kitab fiqh yang dianjurkan oleh 
Menteri Agama RI melalui Biro Peradilan Agama berdasarkan Surat Edaran 
Nomor B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 agar mempedomani 13 kitab fiqh 
dalam memutus perkara di lingkungan Peradilan Agama, perlu juga dipelajari 
berbagai kitab fiqh lain sebagai bahan perbandingan dan pedoman seperti 
Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibn Rusyd, Al Mulakhkhash Al Fiqhi yang 
                                                 
34
Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 
Pengadilan Agama, h. 215. 
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ditulis oleh Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, Al Fiqh Al 
Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Al Wahbah Al Zuhaili, Fiqhus Sunnah 
oleh Sayyid Sabiq dan sebagainya.
35
 
Selain itu juga perlu dipahami berbagai kaidah fiqh, sebab kaidah-kaidah 
ini sangat berguna dalam menyelesaikan perkara. Di dalam kaedah fiqh terdapat 
prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk teks pendek yang 
mengandung hukum umum yang sesuai dengan bagian-bagiannya. Kaedah fiqh ini 
berisi kaedah-kaedah hukum yang bersifat kulliyah
36
 yang diambil dari pada dalil-
dalil kulli, yaitu dari dalil-dalil Al-Qur’an dan al Sunnah, seperti al Dararu 
Yuzahu (Hal-hal yang darurat mesti harus dilenyapkan) dan lain-lain. 
Dengan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa qawaid fiqhiyah adalah 
kaedah atau dasar fiqh yang berifat umum yang mencakup hukum-hukum syara’ 
menyeluruh dari berbagai bab dalam masalah-masalah yang masuk di bawah 
cakupannya. Dewan Syariah Nasional MUI dalam menetapkan berbagai fatwa 
tentang ekonomi syariah sebagaimana yang terdapat dalam buku Himpunan Fatwa 
DSN, hampir semua fatwanya selain ber-hujjah pada Al-Qur’an dan al Sunnah 
serta aqwal ulama juga ber-hujjah kepada qawaidul fiqhiyah.
37
 
 
                                                 
35
Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 
Pengadilan Agama, h. 225. 
36
Muhammad Auliadi, Studies Islamic: Qawaid Kuliiyah 
(http://islamicstudied.blogspot.com/2014/10/qawaid-kulliyah.html. Diakses tanggal 21 Juni 2017). 
37
Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 
Pengadilan Agama, h. 226. 
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f. Adat Kebiasaan 
Islam sengaja tidak menjelaskan semua persoalan hukum, terutama di 
bidang muamalah di dalam Al-Qur’an dan al Sunnah. Islam meletakkan prinsip-
prisip umum yang dapat dijadikan pedoman oleh para Mujtahid untuk berijtihad 
menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan 
zaman. Inilah di antaranya yang menjamin eksistensi dan fleksibilitas hukum 
Islam, sehingga hukum Islam akan tetap shalihun li kulli zaman wal makan 
(sesuai pada setiap waktu dan tempat). 
Jika masalah baru yang muncul tidak memiliki dasar di dalam Al-Qur’an 
dan Hadis, serta tidak ada kaedah-kaedah fiqh yang dapat digunakan, maka 
dibenarkan mengambil adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat sepanjang tidak 
bertentangan dengan syariat Islam. 
Hal-hal baik yang menjadi kebiasaan, berlaku dan diterima secara umum 
serta tidak berlawanan dengan syariat disebut urf.
38
 Para Ahli hukum Islam 
sepakat bahwa urf seperti ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 
menetapkan hukum. 
Urf banyak digunakan oleh para Ahli hukum Islam, terutama dari 
kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyyah. Ahli hukum Hanafiyyah 
menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum dan salah satu bentuk istihsan 
ini adalah istihsan urf. Para ahli hukum di kalangan mazhab Malikiyyah 
                                                 
38
Abdul Wahab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 
123. 
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menggunakan urf sebagai sumber hukum, terutama urf yang hidup di kalangan 
ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Imam Syafi’i 
menggunakan urf sebagai sumber hukum atas dasar pertimbangan kemaslahatan 
(kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan 
bila tidak menggunakan urf sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan 
berbagai masalah sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat.
39
 
g. Yurisprudensi 
Yurisprudensi merupakan putusan-putusan pengadilan yang digunakan 
sebagai sumber dalam memutus perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya. 
B. Penyelesaian Melalui Non-Peradilan 
Indonesia merupakan negara yang berdiri atas dasar jiwa musyawarah dan 
mufakat yang tinggi. Hal ini dituangkan dalam pancasila sila ke-4 yaitu 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan”. Bahwa jiwa bangsa Indonesia sebenarnya sangat sesuai dengan 
segala sesuatu yang didasarkan pada musyawarah, tidak tekecuali dalam hal 
penyelesaian sengketa. 
Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi
40
 telah diakui di Indonesia. 
Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada masa 
                                                 
39
Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 
Pengadilan Agama, h. 227-228. 
40
Penyelesaian sengketa nonlitigasi merupakan upaya tawar menawar atau kompromi 
untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan yang dilakukan di luar peradilan. 
Lihat: https://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi/ 
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pemerintahan Presiden B.J Habibie. Hal ini merupakan angin segar bagi para 
pencari keadilan yang menganggap bahwa lembaga penegak hukum di Indonesia 
tidak dapat memenuhi rasa haus keadilan di tengah masyarakat yang mencari 
keadilan.  
Menurut Suyud Margono,
41
 kecenderungan memilih Alternatif Dispute 
Resolution (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan: 
kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah 
dipahaminya keuntungan menggunakan sistem arbitrase dibanding pengadilan, 
sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya 
menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase. 
Oleh Abdul Manan, penyelesaian sengketa perbankan syariah dibagi 
menjadi dua cara yaitu jalur litigasi
42
 dan jalur nonlitigasi. Penyelesaian sengketa 
melalui jalur nonlitigasi dapat ditempuh dengan Alternatif Dispute Resolution 
(ADR) dan Arbitrase (Tahkim).
43
 Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau 
penilaian ahli.
44
 
 
                                                 
41
Suyud Margono, ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2008), h. 82. 
42
Litigasi yaitu tindakan hukum membawa perkara ke pengadilan. Lihat: 
https://www.kamusbesar.com/litigasi. Dalam hal ini pengadilan yang berwenang dalam 
penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama sebgaimana telah dibahas 
pada sub-bab bagian pertama pada bab ini. 
43
Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 
Perjuangan, h. 366. 
44
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat (10), h. 2. 
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1. Konsultasi 
Black’s Law Dictionary memberi pengertian konsultasi yaitu aktivitas 
konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukum. Selain itu 
konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap 
suatu masalah.konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat menyewa 
konsultan atau ahli untuk dimintai kontribusi pemikirannya dalam menyelesaikan 
persoalan-persoalan hukum terutama sebagai referensi para pihak dalam 
merumuskan perdamaian. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan 
hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dijadikan rujukan pihak untuk 
menyelesaikan masalahnya.
 45
 
2. Negosiasi 
Dengan mengutip pendapat Mark E. Roszkowski, dalam Business Law, 
Principles, Cases and Policy disebutkan: Negosiasi dilakukan oleh kedua belah 
pihak dengan permintaan (kepentingan) saling berbeda lalu diupayakan mencari 
kesepakatan yang kompromistis dan memberikan keleluasaan. ADR dalam bentuk 
negosiasi ini tidak mengharuskan para pihak terlibat secara langsung, namun 
dapat mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah 
                                                 
45
Komisi Yudisial RI, Proceeding: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim 
Pengadilan Agama, h. 156. Lihat juga: Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi 
Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan, h. 367. 
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ditunjuk untuk membuat kesepakatan secara kompromistis dan saling melepas 
atau memberikan kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai.
46
 
Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti 
perdamaian dan konsoliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum 
proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat 
dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan 
mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di 
Pengadilan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan 8 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
47
 
3. Mediasi 
Mediasi merupakan negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu oleh 
pihak ketiga yang netral (tidak memihak ke salah satu pihak). Dalam Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
                                                 
46
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan 
Agama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 443. Lihat juga: Amran Suadi, Abdul 
Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan, h. 367-368. 
47
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 8, h. 4. 
79 
 
 
 
mediator.
48
 Dalam mediasi inisiatif penyelesaian tetap berada pada para pihak 
yang bersengketa. 
Ciri-ciri pokok mediasi adalah mengontrol proses negosiasi, dan 
memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan.
49
 Mediator hanya 
mengarahkan tanpa mengintervensi inti sengketa dan membuat kesepakatan. 
Mediasi seharusnya merupakan win-win solution
50
 sehingga tidak ada banding 
dalam mediasi, karena kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan yang disetujui 
oleh kedua belah pihak. 
Ada beberapa model mediasi yang dikenal, antara lain: Facilitative Model 
yaitu para pihak akan menyelesaikan sendiri persoalannya, namun tetap diberi 
bimbingan oleh mediator dan ini merupakan model mediasi yang sangat 
tradisional. Yang kedua yaitu Compromise Model yaitu para pihak diberi 
positioning awal (titik awal masalah) untuk ditingkatkan hingga mencapai 
kompromi. Ketiga, Therapeutic Model yaitu model mediasi yang diterapkan pada 
perkara-perkara kekeluargaan seperti perceraian dan hak asuh anak. Yang 
keempat yaitu Managerial Model, model ini lebih kepada mediasi di bidang-
bidang komersial, usaha dan finansial. Dalam model ini biasanya terdapat 
                                                 
48
Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1), h. 3. 
49
Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 
Perjuangan, h. 450. 
50
Win-win Solution atau dalam bahasa Indonesia disebut menang-menang adalah suatu 
strategi komunikasi yang biasanya terjadi dalam hal percakapan negosiasi yang bermakna bahwa 
dua pihak yang terlibat pembicaraan siap sedia untuk berkompromi yang hasil akhirnya 
diharapkan menguntungkan kedua belah pihak. Lihat: Boru Ni Raja, Apa itu Win-Win Solution 
(http://iamborjun.blogspot.com/2013/06/apa-itu-win-win-solution.html. Diakses tanggal 21 Juni 
2017) 
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intervensi dari mediator. Secara tradisional memang mediator tidak memberi 
intervensi namun mediator akan banyak memberikan intervensi dalam artian 
guidance (bimbingan, pedoman, petunjuk)
51
 karena memang mediator merupakan 
ahli di bidang yang bersangkutan.
52
 Termasuk mediator yang digunakan dalam 
perkara perbankan syariah haruslah seorang ahli dalam bidang perbankan syariah 
itu sendiri. 
4. Konsiliasi 
Konsiliasi adalah upaya penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu 
sengketa dalam suasana persahabatan dan tanpa rasa permusuhan yang dilakukan 
di pengadilan sebelum persidangan digelar (untuk menghindari proses litigasi). 
 
5. Penilaian Ahli 
Pendapat ahli merupakan bentuk lain dari ADR yang diperkenalkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990. Abdul Manan mengangkat Pasal 52 UU 
ini yang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk 
memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum 
tertentu dari suatu perjanjian.
53
 Ketentuan  ini pada dasarnya merupakan 
pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 
                                                 
51
English Dictionary Offline, versi 1.02, Ebta Setiawan (Pusat Bahasa : English 
Dictionary Daring, 2006). 
52
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan 
Agama, h. 451. 
53
Amran Suadi, Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah 
Perjuangan, h. 369. 
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(8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi “Lembaga arbitrase 
adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan 
putusan mengenai sengketa tertentu.” Lembaga tersebut juga dapat memberikan 
pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal 
belum timbul sengketa.
54
 
                                                 
54
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan 
Agama, h. 459-460. 
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BAB IV 
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH 
MELALUI BASYARNAS 
A. Prinsip-Prinsip Arbitrase Syariah 
1. Prinsip Sebagai Landasan Kerja Kegiatan Arbitrase Syariah 
Prinsip yang disamakan dengan asas merupakan kebenaran yang menjadi 
pokok dasar berfikir maupun bertindak.
1
 Secara luas, Peter A. Angeles 
mengemukakan pengertian prinsip (principle): 
1. The source or orign of something. 2. The ultimate cause of something. 3. 
A faculty of original endowment. In these first three senses, a principles is 
usually tought of as (a) innate, (b) immanent, (c) found as an agent in a 
number of things. 4. The rule of ground for a person’s action. 5. A general 
statement (law, rule, or truth) which serves as a basis for explaining 
phenomena. In 4 and 5, the words rule and law are often used in place of 
the word principle.
2
 
Prinsip berarti (1) sumber atau asal mula sesuatu, (2) penyebab utama 
sesuatu, (3) kemampuan atau kecakapan asli. Dalam ketiga arti ini, prinsip 
diartikan sebagai bawaan lahir, sesuatu yang tetap ada dan sebagai penyebab atas 
suatu hal. Prinsip juga diartikan (4) aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, dan 
(5) pernyataan umum (mengenai hukum, aturan, dan kebenaran) yang 
dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena. 
Secara singkat Mahadi memahamkan makna principle sebagai alas, dasar, 
                                                 
1
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 788. 
2
Peter A. Angles, Dictionary of Philosophy (New York: Barnes & Nobel Books, 1981), h. 
225. 
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tumpuan, tempat untuk menyandarkan, dan untuk mengembalikan suatu hal yang 
hendak dijelaskan.
3
 
Prinsip menjadi penting karena merupakan dasar atau landasan yang bagi 
persoalan yang butuh penjelasan terutama pada persoalan-persoalan yang belum 
memiliki dasar yang tertuang pada aturan tertulis. Kemudian yang tak kalah 
pentingnya karena prinsip merupakan asas dasar dalam setiap perbendaan 
pendapat. 
Terkait dengan hukum, asas hukum menjadi objek penting dalam kajian 
ilmu hukum maupun refleksi hukum. Kajian terhadap asas hukum biasanya 
dikaitkan dengan aturan hukum atau sistem hukum. Prinsip atau asas hukum 
mempunyai kedudukan dan peran penting dalam sistem hukum yang di dalamnya 
mengandung norma hukum. Asas hukum menjadi landasan atau fondasi penopang 
kukuhnya norma hukum.
4
 
Asas hukum selain menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan 
hukum positif, berguna pula bagi praktik hukum.
5
 Asas hukum menjadi pedoman 
bagi pembentukan hukum secara legalitas maupun penerapan hukum oleh hakim 
pada praktik peradilan, dan tentu termasuk penyelesaian sengketa perbankan 
syariah secara nonlitigasi melalui arbitrase syariah. Terdapat empat fungsi asas 
                                                 
3
Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar (Bandung: Alumni, 2007), h. 119. Lihat juga: 
Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan 
Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 355. 
4
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
Komersil (Jakarta: Kencana, 2010), h. 21. 
5
O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum (Salatiga: Griya Media, 2011), h. 
90. 
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hukum, yaitu 1) sebagai pedoman bagi pengundang-undang; 2) membantu untuk 
mencermatkan interpretasi; 3) membantu dalam pengenaan analogi; 4) menolong 
memberikan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang terancam 
kehilangan maknanya.
6
 Asas berfungsi sebagai penyelesai konflik antar norma, 
seperti antara peraturan yang umum dengan peraturan yang khusus (lex specialis 
derogat legi generalis), antara peraturan lama dengan peraturan baru (lex 
posterior derogat legi priori), dan antara peraturan yang lebih tinggi dengan 
peraturan yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferiori). 
Aspek penyelesaian sengketa tidak terbatas hanya dilakukan oleh hakim 
melalui proses litigasi, tetapi juga yang dikerjakan oleh arbiter melalui forum 
arbitrase syariah. Asas hukum menyediakan material untuk penafsiran peraturan 
hukum,
7
 sehingga ditemukan hukum untuk menyelesaikan sengketa atau peristiwa 
konkret yang diajukan untuk diputus oleh arbiter pada arbitrase syariah. 
Penemuan hukum (rechtsinding) diartikan sebagai proses pembentukan 
hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan 
hukum terhadap peristiwa konkret. Kendatipun penemuan hukum secara praktis 
dilakukan oleh hakim dalam sengketa melalui peradilan, namun setiap petugas 
hukum lainnya seperti pembuat undang-undang, polisi, jaksa dan advokat dapat 
melakukan penemuan hukum pada konteks tugasnya masing-masing. Termasuk 
para peneliti hukum dapat melakukan penemuan hukum secara teoritis yang 
                                                 
6
O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, h. 91. 
7
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 
2001), h. 11. 
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hasilnya disebut doktrin hukum. Demikian pula dengan arbiter yang bisa 
melakukan penemuan hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah 
melalui arbitrase syariah.
8
 
Penjelasan di atas dapat dijadikan argumentasi untuk menunjukkan 
keberadaan asas hukum sebagai titik tolak atas petunjuk arah bagi cara kerja 
arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Asas hukum 
menjadi landasan penunjukan arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa 
perbankan syariah dengan mengeyampingkan kewenangan badan peradilan. 
Proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase syariah semakin 
berguna karena arbiter dalam mengambil keputusan melalui mekanisme arbitrase 
syariah bisa dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum atau berdasarkan ex 
aquo et bono.
9
 
2. Prinsip Ketuhanan (Ilahiyah) Sebagai Ruh Aktivitas Arbitrase Syariah 
Arbitrase syariah merupakan arbitrase yang dilaksanakan sesuai dengan 
jiwa syariat Islam. Syariah menjadi koridor yang harus diejawantahkan dalam 
aktualitas arbitrase syariah. Operasionalisasi arbitrase syariah dikembalikan pada 
prinsip hukum Islam (syariah) yang diciptakan Allah swt. Prinsip Ketuhanan 
(Ilahiyah) menjadi landasan utama bagi setiap aktivitas dan dimensi kehidupan 
                                                 
8
Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syariah, h. 363. 
9
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penjelasan Pasal 56 ayat (1), h. 31. Oleh S Adiwinata Ex aquo et 
bono berarti menurut keadilan. Lihat: Hukum Online, Bahasa Hukum Ex Aequo et Bono 
(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d904eea83da8/bahasa-hukum-iex-aequo-et-bonoi. 
Diakses 21 Juni 2017) 
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manusia, yang meyakini Allah sebagai primacausa segala-galanya. Itu sebabnya, 
esensi ketuhanan sejatinya harus diaplikasikan dalam arbitrase yang dilakukan 
sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di dalam pemikiran Islam, Allah adaah 
pembuat peraturan (legislator) paling utama dengan sistem yang ideal dan 
sempurna.
10
 Setiap hukum buatan manusia harus melalui filter dan panduan yaitu 
hukum ciptaan Tuhan sehingga segala aktivitas yang dilakukan harus 
mengindahkan aturan yang berasal dari wahyu. Penundukan diri padaaturan-
aturan Allah merupakan keniscayaan dalam rangka beribadah kepada-Nya. 
Sebaliknya, pengingkaran terhadap syariah secara pasti dan jelas merupakan 
bentuk kekufuran, kezaliman dan kefasikan.
11
 
Hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalam menegakkan amar 
ma’ruf nahi munkar. Ketuhanan merupakan prinsip hukum Islam yang paling 
utama sehingga berhukum di atas landasan tauhid berarti berpegang teguh pada 
aturan Allah. Prinsip ketuhanan senantiasa menampakkan aktualitas pada berbagai 
aktivitas kehidupan manusia, termasuk dalam menyelesaikan sengketa perbankan 
syariah melalui arbitrase. Karena merupakan ruh yang menghidupkan, maka 
aktivitas arbitrase syariah dalam memutus sengketa perbankan syariah, tidak 
boleh melanggar batasan syariah. Keberadaan prinsip Ketuhanan menjadi karakter 
yang tidak ditemukan sekaligus membedakan arbitrase syariah dengan arbitrase 
                                                 
10
Majid Khadduri, Teologi Keadilan, Prespektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 
4. 
11
QS. Al-Maidah (5): 44, “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 
ditutunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” QS. Al-Maidah (5): 45, 
“Barangsiapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang zalim.” QS. Al-Maidah (5): 47, “Barangsiapa tidak memutus perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” 
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nonsyariah. Meski demikian, tidak berarti semua yang berasal dari luar sistem 
hukum Islam di bidang arbitrase harus ditolak, masih dapat diterima bila tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah.
12
 
Pengejawantahan prinsip Ilahiyah diturunkan secara hierarkis dari Al-
Qur’an dan Hadis, yang selanjutnya dijelaskan melalui pemikiran (ijtihad) yang 
melahirkan fikih. Turunan fikih dituangkan dalam Undang-Undang (qanun)
13
, dan 
karenanya qanun yang diciptakan berdasarkan syariah, tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan Allah. Pencantuman lafaz “Bismillahirrohmanirrohim” dan 
kemudian diikuti irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa” yang terdapat dalam tiap penetapan dan putusan Basyarnas,14 merupakan 
implementasi prinsip ilahiyah pada tataran praktik arbitrase syariah. Kata al-
rahman dan al-rahim yang terdapat pada lafaz basmalah menunjukkan sifat yang 
dimiliki Allah, yakni pengasih dan penyayang. Basmalah disunahkan untuk 
dibaca pada setiap perbuatan baik yang akan dilakukan. Bacaan Basmalah 
merupakan pernyataan perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah. 
Dengan bacaan tersebut, nilai perbuatan akan berubah dari hanya perbuatan biasa 
menjadi ibadah kepada Allah karena dilakukan benar-benar untuk dan demi 
kepatuhan kepada Allah. Ketentuan ini didasarkan atas suatu hadis yang 
                                                 
12
Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 90. 
13
Qanun (dalam ejaan bahasa Indonesia kanun) yaitu undang-undang; peraturan; kitab 
undang-undang; hukum; kaidah. Lihat: KBBI offline, versi 2010, Fahmi Corporation. 
14
Badan Arbitrase Syariah Nasional, Peraturan Prosedur Basyarnas,  Pasal 22 ayat (4), h. 
9. 
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diriwayatkan Abu Hurairah, yang artinya: “setiap perbuatan baik yang tidak 
dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim adalah kurang berkah”.15 
Begitu pula irah-irah yang terdapat dalam putusan arbitrase syariah, adalah 
perwujudan prinsip ilahiyah ayng menunjukkan keadilan yang ingin diputuskan 
arbiter akan dipertanggungjawabkan tidak saja kepada para pihak maupun 
masyarakat, tetapi juga yang teramat tinggi adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Pencantuman irah-irah dimaksud menempatkan prinsip Ketuhanan dan keadilan 
diakui dalam hukum arbitrase Indonesia yang merupakan sendi utama dalam 
hukum Islam.
16
 
3. Perjanjian Arbitrase Sebagai Dasar Pemberi Kewenangan Arbitrase 
Syariah yang Terbit Berdasarkan Kebebasan Berkontrak 
Penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada 
perjanjian yang dibuat para pihak. Perjanjian arbitrase menjadi dasar pokok bagi 
kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pilihan 
para pihak untuk meminta penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase 
syariah pada prinsipnya merupakan pelaksanaan perjanjian arbitrase yang dibuat 
berdasarkan kebebasan berkontrak. Keberadaan perjanjian arbitrase dalam 
menentukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah menjadi syarat 
esensial yang bersifat mutlak. Tanpa perjanjian arbitrase, penyelesaian sengketa 
                                                 
15
Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin Al-Suyuty, Shahih wa Da’if al-Jami’ al-Sagir 
wa Ziyadatuhu. t.d, Juz I, h. 9701. 
16
Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syariah, h. 368-369. 
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perbankan syariah tidak menjadi kewenangan arbitrase syariah, melainkan 
kewenangan badan peradilan agama. 
Arbitrase syariah merupakan forum penyelesaian sengketa di luar proses 
peradilan yang ditentukan berdasarkan kesukarelaan dan kesepakatan para pihak. 
Inisiatif para pihak menentukan arbitrase syariah sebagai forum untuk 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan perbuatan hukum yang 
diakui oleh undang-undang. Perbuatan hukum itu diberikan berdasarkan prinsip 
kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum 
perjanjian. Melalui perbuatan hukum ini, para pihak menyerahkan sengketa atau 
beda pendapat yang terjadi dalam hubungan hukum mereka kepada arbiter, baik 
perorangan atau institusional, yang independen dan ahli di bidangnya (expert) 
untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Priyatna Abdurrasyid 
mengatakan dari sifatnya arbitrase menjurus pada privatisasi sengketa yang 
ditujukan pada posisi win-win dan bukan pada win-lose yang biasa terjadi di 
pengadilan.
17
 Penyerahan sengketa para pihak kepada arbiter yang dipilih sesuai 
dengan keahliannya untuk menyelesaikan sengketa menyebabkan arbitrase 
terkadang disebut peradilan swasta, sementara peradilan secara birokratis berada 
di bawah naungan negara.
18
 
Arbitrase syariah baru akan menjadi forum penyelesaian sengketa yang 
terjadi antara bank syariah dengan nasabah ketika terdapat perjanjian arbitrase 
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Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Cet. II; Jakarta: 
Fikahati Aneska,  2011), h. 54. 
18
Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, h. 64. 
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dalam akad.
19
 Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1 
ayat (1).
20
 Dari kedua pasal tersebut, dapat ditarik beberapa unsur kesamaan, 
yaitu: 1) merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan; 2) didasarkan 
pada perjanjian arbitrase; 3) perjanjian yang dibuat secara tertulis; 4) perjanjian 
dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak; 5) kewenangannya mencakup 
sengketa perdata. 
Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk membuat 
perjanjian tentang segala hal, baik berupa subjek, bentuk, persyaratan, 
pelaksanaan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa bila terjadi. Sutan Remy 
Sjahdeini merinci ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum 
perjanjian Indonesia, yang meliputi:
21
 
1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 
2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 
perjanjian; 
3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian 
yang dibuatnya; 
4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; 
                                                 
19
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, Pasal 55 ayat (2), h. 28. 
20
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat (1), h. 2. Pada pasal ini dijelaskan bahwa Arbitrase 
merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 
21
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi 
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 
h. 54. 
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5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; 
6) Kebebasan untuk menerima datau menyimpangi ketentuan undang-
undang yang bersifat opsional (pilihan). 
Dalam kaitannya dengan klausul perjanjian antara bank syariah dan 
nasabah, mayoritas (jumhur) ahli hukum Islam mengemukakan rukun akad yang 
sah sesuai dengan hukum Islam seperti berikut: 1) kesepakatan para pihak 
mengikat diri; 2) pihak-pihak pembuat akad; 3) objek akad; 4) tujuan akad.
22
 
4. Prinsip Perdamaian Sebagai Tujuan Utama untuk Menjaga Silaturrahim 
Tujuan utama yang menjadi esensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
dalam hukum Islam (tahkim) adalah menciptakan perdamaian guna memulhkan 
hubungan baik pihak-pihak yang berselisih agar kembali harmonis. Begitu pula 
arbitrase umumnya sesuai dengan pernyataan senada yang dikemukakan Winarta 
dengan mengatakan, “Arbitrastion is popular as it has more advantages 
compared to going trough the courts. The advantages of setting a dispute trough 
arbitration include less time-consuming process, the fact that the parties and 
arbitration wan to achieve a win-win solution, the process accords with business 
values, and the decision is final dan bindig upon disputing parties.”23 Kewajiban 
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa merupakan tuntutan moral Islam 
setiap sengketa, tanpa terkecuali melalui arbitrase. Karena itu forum arbitrase 
                                                 
22
Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjajian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 40. 
23
Muhammad Arifin, Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syariah, h. 394. Lihat juga: Frans H. Winarta, “Commercial Arbitration In Indonesia,” 
dalam Aloysius Soni B.L de Rosari (Ed), Suara Rakyat Hukum Tertinggi (Jakarta: Kompas, 2009), 
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harus mengemban fungsi mendamaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Para 
pihak yang bersengketa harus menyadari bahwa sngketa yang mereka berikan 
penyelesaiannya kepada arbitrase adalah dalam rangka pencapaian perdamaian 
untuk menghindari kekerasan, agar hubungan silaturrahim mereka tidak terputus. 
Dalam prespektif syariah, usaha mewujudkan perdamaian dalam 
penyelesaian sengketa dikenal dengan sebutan sulh. Secara bahasa, sulh berarti 
meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah sulh berarti suatu jenis akad atau 
perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang 
bersengketa secara damai.
24
 Perbuatan mendamaikan antarsesama manusia yang 
bersengketa menjadi salah satu resep merawat silaturrahim.
25
 
Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang diakui secara 
syariah untuk menyelesaikan perselisihan secara damai (islah). Hal itu 
menegaskan penyelesaian sengeketa melalui arbitrase syariah harus dilakukan 
dengan mengedepankan perdamaian.  
Ridwan Nurdin mengemukakan lima cakupan yang menjadi inti 
penyelesaian penyelesaian sengketa secara sulh, sebagaimana berikut. Pertama, 
sulh antara orang muslim dan non-muslim, yang berhubungan dengan keamanan. 
Kedua,sulh antara pemerintah dengan pemberontak. Ketiga, sulh antara suami dan 
istri yang bersengketa. Keempat, sulh antara mereka yang bersengketa pada 
                                                 
24
Galih Pangestu, Penyelesaian Sengketa Ekonomi 
(https://galihpangestu14.wordpress.com/2012/06/03/penyelesaian-sengketa-ekonomi-2/. Diakses 
20 Juni 2017). 
25
Anna Mariana dan Milah Nurmiliah, Inilah Pesan Penting di Balik Berkah & Manfaat 
Silaturahmi (Bandung: Ruang Kata, 2012), h. 71. 
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masalah selain harta, seperti kejahatan. Kelima, sulh antara mereka yang 
bersengketa dalam masalah harta.
26
 Betapa pentingnya hukum Islam dari berbagai 
sumber memberi petunjuk yang menekankan perlunya diwujudkan perdamaian 
dalm menyelesaikan sengketa. 
5. Sarana Penegakan Keadilan bagi Para Pihak 
Konsep perdamaian sebagaimana diuraikan terdahulu berkaitan erat 
dengan keadilan. Perdamaian dan keadilan merupakan konsep yang berhubungan 
sehingga pembahasan terhadap perdamaian sejatinya melibatkan pembahasan 
terhadap keadilan. Keadilan dan kedamaian merupakan konsep yang saling 
berhubungan karena itu advokasi terhadap keadilan pada dasarnya melibatkan 
advokasi terhadap kedamaian. Perdamaian bisa terwujud bila keadilan ditegakkan 
dan tanpa keadilan perdamaian akan menjadi utopis sebabkeadilan merupakan 
syarat mutlak bagi terwujudnya kedamaian.
27
 
Kata keadilan diambil dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah atau 
tidak memihak, berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran, dan 
sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.
28
 Secara etimologi adil berasal dari adl 
(Arab) yang bearti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang 
satu dengan yang lain (al-musawah). Secara terminologis, adil berarti 
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Ridwan Nurdin, Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Banda Aceh: 
Pena, 2010), h. 143. 
27
Saiful Hadi El-Sutha, Adil dan Bijaksana Itu Bikin Tentram (Jakarta: Erlangga, 2009), 
h. 1. 
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Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
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mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi 
ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu 
sama lain. Selanjutnay disebut, keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian 
meletakkan sesuatu pada tempatnya.
29
 
Seperti penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, tujuan 
penyelesaian sengketa pada arbitrase syariah juga untuk penegakan keadilan. 
Tujuan memilih forum arbitrase pada akhirnya akan bermuara pada penyelesaian 
sengketa, yakni mendapatkan keadilan substansial yang lebih bermanfaat dan 
tidak sekedar memperoleh keadilan formal yang tidak bermakna.
30
 Meski 
dikatakan penegakan keadilan menjadi tujuan dalam penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase, tetapi disadari tidaklah mudah memahaminya karena sangat 
beragam makna yang dapat dilihat dari berbagai prespektif dan teori. 
6. Prinsip Iktikad Baik pada Pelaksanaan Arbitrase Syariah 
Pelaksanaan perjanjian untuk berarbitrase yang telah disepakati harus 
dilandaskan pada prinsip iktikad baik. Iktikad baik sebagai prinsip hukum 
perjanjian berkaitan dengan amanah dalam Islam. Asas amanah dimaksudkan 
masing-masing pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi tanpa dibenarkan 
untuk mengeksploitasi ketidaktahuan mitra dalam berakad.
31
 Pihak yang 
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Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 
1996), h. 25. 
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Eman Suparman, Arbitrase dan Dilema Penegakan Hukum (Jakarta: Fikahati Aneska, 
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Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
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berinteraksi secara amanah berarti pihak yang beriktikad baik, dengan saling 
menjaga kepercayaan dan dituntut adanya kejujuran pada pelaksaan substansi 
akad atau perjanjian. Meski memiliki keterkaitan dengan iktikad baik, 
pemahaman terhadap prinsip ini dalam Islam lebih luas bila dibandingkan dengan 
pemahaman sekuler. Pemahaman terhadap prinsip amanah dalam Islam 
berhubungan dengan kepercayaan dan kejujuran para pihak yang senantiasa 
dijiwai asas ketauhidan (ilahiyah). Artinya pertanggungjawaban amanah tidak 
saja meliputi duniawi melainkan juga ukhrawi. Pelaksanaan amanah senantiasa 
diawasi dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena setiap tindakan 
pada dasarnya dilakukan dalam kerangka ibadah atau pengabdian manusia 
kepada-Nya.
32
 
Pelaksaaan ketentuan yang menegaskan yurisdiksi arbitrase, dalam 
perkembangan banyak tergantung pada iktikad baik dari pihak-pihak yang 
memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan 
terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut. Pertama, bila para pihak telah memilih 
arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, sebagaimana dicantumkan pada 
perjanjian, semestinyalah para pihak tunduk pada ketentuan yang telah mereka 
setujui bersama itu. Kedua, bila salah satu pihak mengajukan sengketa ke 
pengadilan, padahal sejak semula para pihak telah memilih arbitrase sebagai 
forum penyelesaian sengeketa, maka berhasil tidaknya langkah itu banyak 
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bergantung pada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi tersebut atau 
terhadap ptusan arbitrase yang bersangkutan.
33
 
Dengan iktikad baik, para pihak harus melaksanakan perjanjian yang telah 
disepakati dengan penuh amanah, dengan saling menjaga kepercayaan pihak lain. 
Terhadap perjanjian yang memuat klausul arbitrase, iktikad baik menuntut kepada 
kepatuhan dan kejujuran para pihak untuk tidak mengkhianati kesepakatan 
penyerahan perselisihannya melalui forum arbitrase dan tidak melalui forum 
lembaga peradilan. 
7. Pilihan Hukum Mesti Sesuai dengan Syariah 
Berdasarkan aturan hukum positif, penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
syariah terutama harus merujuk pada ketentuan substansi perjanjian, kepatutan, 
kebiasaan yang relevan, dan undang-undang yang berada dalam koridor syariah. 
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga berdasarkan kewenangan yang 
bersifat memutus secara ex aquo et bono ila disepakati para pihak.
34
 Pilihan 
hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berarti harus dilakukan 
menurut hukum Islam atau hukum positif yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah. Harus diakui, secara faktual hukum Islam di Indonesia hidup 
berdampingan dengan hukum Barat peninggalan Belanda. Apabila para pihak 
telah sepakat menentukan penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase 
berbasis syariah, berarti mereka juga telah meminta untuk diterapkan hukum 
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Islam sebagai dasar penyelesaiannya. Jika perjanjian atau klausul arbitrase 
menunjuk Basyarnas sebagai institusi yang akan memutus sengketa bila dengan 
tegas disebutkan bahwa pemutusan sengketa yang dilakukan oleh badan arbitrase 
menurut peraturan prosedur Basyarnas, maka sengketa akan siperiksa dan diputus 
oleh Basyarnas. Hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dimaksud 
oleh Basyarnas tentunya adalah hukum Islam secara imperatif atau hukum positif 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
35
 
Sesuai dengan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang bernuansa 
keislaman, sudah semestinya hukum yang diterapkan dalam praktik arbitrase 
syariah adalah hukum Islam atau hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah. Dengan demikian, para pihak yang memilih arbitrase untuk 
menyelesaikan sengketa (choice of forum) tidak bisa sekaligus melakukan pilihan 
hukum (choice of law) untuk menjadikan selain hukum Islam yang dipakai untuk 
memutus perselisihan mereka.
36
 
8. Putusan Bersifat Final dan Mengikat 
Putusan arbitrase syariah merupakan produk hukum tertulis yang disusun 
berdasarkan pemeriksaan penyelesaian sengketa melalui arbiter dengan sistem 
yang tertutup merupakan putusan terakhir serta mempunyai kekuatan hukum tetap 
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dan mengikat para pihak (final and binding).
37
 Prinsip final dan mengikat dari 
putusan arbitrase syariah, selain terbatas pada putusan yang dilaksanakan secara 
sukarela oleh pihak yang bersengketa, juga terbatas pada pengertian putusan yang 
tidak mempunyai upaya hukum banding dan kasasi sebagaimana putusan lembaga 
peradilan. Putusan berisi ketegasan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada 
arbitrase untuk dipatuhi dan diktum yang tercantum dalam putusan harus 
dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila terjadi kelalaian atau 
putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka para pihak yang berhak dapat 
meminta bantuan agar putusan dilaksanakan dengan kekuasaan yang memiliki 
otoritas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
38
 
Karena instansi arbitrase tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri, 
meski telah diakui secara normatif bersifat final dan mengikat (final dan binding), 
maka putusannya bersifat semu. Putusan arbitrase digantungkan pada 
pelaksaannya pada pengadilan sehingga belum memiliki kekuatan eksekutorial, 
meski telah memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha 
Esa” yang memberikan kekuatan eksekutorial bagi putusan. Eman Suparman 
mengatakan, idealnya putusan arbitrase yang dikatakan bersifat final dan 
mengikat itu sudah bersifat eksekutorial sehingga putusannya benar-benar mandiri 
dan tidak dikondisikan tergantung pada kewenangan Pengadilan.
39
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Arbitrase yang telah diakui keberadaannya sebagai forum penyelesaian 
sengketa di luar peradilan, tidak hanya diakui sebagai forum pemutus perkara, 
tetapi lebih dari itu, juga berwenang penuh untuk mengeksekusi putusan. Hal ini 
harus dilakukan agar arbitrase syariah tidak bernasib sama seperti Pengadilan 
Agama sebelum adanya Undang-Undang tentang Peradilan Agama. 
9. Arbitrer Merupakan Pedamai yang Netral dan Beragama Islam 
Arbiter memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang 
terjadi antara nasabah dengan bank syariah dalam sengketa perbankan syariah. 
Arbiter berada pada pusat perhatian para pihak untuk dapat menyelesaikan 
sengeketa mereka secara damai karena itu arbiter menjadi pedamai atau juru 
damai dalam menengahi sengketa yang akan diselesaikan. 
Sesuai dengan anjuran agama untuk mendamaikan setiap perselisihan, 
arbiter harus mengupayakan dengan menasehati pihak-pihak yang bersengketa 
untuk bersedia mengupayakan perdamaian. Agar musyawarah berjalan dan 
menghasilkan putusan yang baik, seyogiyanyalah arbiter memiliki keahlian, tidak 
saja dalam bidang pokok sengketa tetapi juga keterampilan dalam menghentikan 
pertikaian secara damai. Putusan yang akan diberikan arbiter melalui musyawarah 
akan dilaksanakan secara ikhlas tanpa paksaan dan kekerasan, karena itu seorang 
hakam (arbiter) sesuai pandangan Jafar Shadiq harus memenuhi syarat akal 
cerdas, lapang dada, berpengalaman, memiliki perhatian atau kepedulian, dan 
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takwa.
40
 Seorang hakam menurut Ali bin Abu Bakr al-Marginani, seorang ulama 
Hanafiyah, harus memenuhi syarat yang sama seperti hakim (qadi). Tidak 
dibenarkan mengangkat orang kafir, hamba, orang yang terhukum hudud karena 
qazf, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi hakam (arbiter) karena dilihat dari 
keabsahannya sebagai saksi mereka tidak termasuk orang yang berkompeten 
mengadili.
41
 
Terkait kapasitas arbiter, Basyarnas telah menetapkan syarat, yaitu 
beragama Islam, ahli dalam ilmu, memiliki integritas, kredibilitas, serta nama baik 
di masyarakat, menyetujui dan menerima berbagai ketentuan yang berlaku, dan 
mengisi dan menandatangani formulir yang tersedia.
42
 Perlu diketahui Hakim, 
Jaksa, Panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat 
sebagai arbiter.
43
 
Meskipun tidak dicantumkan arbiter harus sudah dewasa dan cakap 
melakukan tindakan hukum, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun 
kepentingan finansial dengan pihak yang bersengketa. 
10. Prinsip Kerahasiaan 
Efektivitas penggunaan arbitrase didasarkan pada asumsi proses lebih 
cepat, dilakukan oleh ahli di bidangnya, dan kerahasiaannya terjamin. 
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Kerahasiaan menjadi prinsip penting bagi pebisnis untuk memilih arbitrase 
sebagai forum penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka. Azikin 
Kusumah Atmadja menyebut, arbitration is the business community’s self 
regulatory practice of dispute sttelment.
44
 Kalangan pebisnis cenderung memilih 
mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan jiwa komunitas bisnis.  
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, semua pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertutup. 
Hal ini sejalan dengan peraturan prosedur Basyarnas.
45
 Ketentuan ini memberi 
penegasan sifat kerahasiaan (confidentiality) penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase syariah, yang membedakannya dengan pemeriksaan melalui peradilan. 
Sidang pengadilan harus dinyatakan terbuka untuk umum. Persidangan arbitrase 
dalam setiap tahap hingga pembacaan putusan dilaksanakan tertutup, dalam arti 
dilakukan di dalam ruangan tertutup. Adanya jaminan kerahasiaan sehingga 
kegiatan usaha tidak terpengaruh,
46
 menjadikan penyelesaian melalui arbitrase 
menjadi diminati kalangan pebisnis. Faktor kerahasiaan menjadikan arbitrase 
sebagai primadona para pengusaha untuk menyelesaikan sengketa. Sifat rahasia 
membuat putusan arbitrase tidak dapat dipublikasikan sebaimana yang terjadi 
pada badan peradilan. Hal ini berdampak pada nama baik para pihak yang tetap 
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terlindungi dan dapat menjaga kerahasiaan perusahaan/lembaga yang 
bersengketa.
47
 
Hal ini sesuai dengan arbitrase syariah yang menjalankan prinsip 
kerahasiaan karena dilandaskan pada ajaran Islam yaitu setiap pihak harus bisa 
menjaga amanah dalam hal menjaga kerahasiaan proses arbitrase. Karena menjaga 
amanah menjadikan seorang mukmin beruntung (Q.S al-Mukminun [23]:8). 
B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Basyarnas 
Kaum Muslimin telah mengenal arbitrase dan melaksanakan (lembaga 
hakam) sebagai pranata sosial semenjak awal kehadiran Islam. Arbitrase sebagai 
khazanah fiqhiyah kini diaktualisasikan dalam sebuah lembaga hakam yang 
bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang didirikan oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI).
48
 
Seiring berkembangnya zaman, tak luput pula perkembangan di bidang 
perbankan yang memungkinkan terjadinya muncul sengketa-sengketa baru. Oleh 
karena itu Basyarnas sebagai satu-satunya badan arbitrase nasional yang 
menetapkan, memilih dan menegaskan hukum Islam pada sengketa ekonomi 
syariah terkhusus sengekta perbankan syariah, harus diketahui secara global oleh 
masyarakat  terutama para pelaku bisnis terlebih lagi yang bergerak atas dasar 
prinsip-prinsip syariah. 
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Namun di lain sisi, perlu diingat pula selain Basyarnas ada lembaga litigasi 
yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah yaitu pengadilan 
agama. Jikapun terjadi dualisme sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 3 
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa bahwa Pengadilan (dalam hal sengketa perbankan syariah 
maka yang dimaksud adalah Pengadilan Agama) tidak berwenang untuk 
mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
49
 
1. Pengertian dan Bentuk Arbitrase 
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar peradilan 
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 
pihak yang bersengketa.
50
 
Arbitrase sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa di luar 
lembaga peradilan, dalam praktik yang terjadi selama ini terdapat dua bentuk, 
yaitu: 
a. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer, adalah arbitrase yang dibentuk 
khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. 
Arbitrase ini dipilih sendiri oleh orang perseorangan, baik satu orang atau 
lebih, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa mereka secara arbitrase. 
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Arbitrase ini tidak permanen/tidak melembaga, bersifat insidentil dan jangka 
waktunya tertentu sampai dengan sengketa diputuskan. 
b. Arbitrase institusional (lembaga arbitrase) adalah badan yang dipilih oleh 
para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa 
tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
51
 Arbitrase ini 
bersifat tetap atau permanen, yang didirikan oleh suatu organisasi atau badan 
tertentu guna menanmpung dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari 
perjanjian.  
Di Indonesia, lembaga arbitrase institusional adalah Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). 
Basyarnas merupakan arbitrase yang didasarkan pada hukum Islam. 
2. Klausul Arbitrase 
Klausul arbitrase adalah kesepakatan untuk memilih penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase yang dibuat oleh para pihak secara tertulis sebelum timbul 
sengketa. Klausul arbitrase tersebut dapat dibuat secara terpisah sebagai adendum 
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokoknya. 
Kesepakatan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang 
dilakukan sebelum timbul sengketa disebut Pactum de Compromittendo.
52
 Contoh 
klausul arbitrase: 
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“Kedua belah pihak sepakat apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini 
terjadi sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila 
penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak 
sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah 
Nasional (Basyarnas) yang putusannya bersifat final dan mengikat.” 
Kesepakatan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
tersebut dapat pula dilakukan setelah timbulnya sengketa. Kesepakatan memilih 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dilakukan setelah timbul sengketa 
disebut Acta Compromis.
53
 
Adanya klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, meniadakan hak pihak untuk menyelesaikan sengketanya 
melalui Pengadilan Agama. Sebaliknya Pengadilan Agama juga tidak berwenang 
untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian 
arbitrase.
54
 
Yang menjadi masalah kemudian bagaimana jika Pengadilan Agama 
terlanjur memeriksa sengketa perbankan padahal sengketa tersebut seharusnya 
dibawa pada forum arbitrase (Basyarnas). Hal ini belum dibahas mendalam atau 
secara rinci pada buku maupun tulisan yang lain. 
Menurut hemat peneiliti seharusnya Pengadilan sebagai lembaga 
kekuasaan kehakiman memahami betul perkara yang akan ditangani. Terlebih 
dahulu harus diperiksa terutama pada klausul suatu perjanjian. Jikalaupun sudah 
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terlanjur masuk di dalam proses persidangan di Pengadilan, maka sepatutnya 
hakim yang menangani perkara tersebut menghentikan proses persidangan dan 
menyerahkan perkara tersebut kepada badan abritrase yang ditunjuk (Basyarnas 
jika sengketa yang dimaksud adalah sengketa perbankan syariah). 
3. Arbiter 
Arbiter adalah pihak yang dipilih atau ditunjuk oleh pihak yang 
bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan atau ditetapkan oleh ketua lembaga 
arbitrase untuk memberikan putusan terhadap sengketa arbitrase.
55
 Menurut pasal 
12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, yang dapat ditunjuk sebagai arbiter harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Cakap melakukan tindakan hukum; 
b. Berumur paling rendah 35 tahun; 
c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda 
sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang 
bersengketa; 
d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas 
putusan arbitrase; dan  
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e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya 
paling sedikit 15 tahun.
56
 
Yang membedakan penunjukan arbiter pada Basyarnas dan arbiter 
lembaga lainnya atau arbiter ad hoc adalah arbiter pada arbitrase syariah harus 
menguasai sengketa-sengketa ekonomi yang berdasarkan syariah/hukum Islam. 
Selain itu, yang diutamakan dapat menjadi arbiter bukan hanya ahli di bidang 
ekonomi syariah namun juga harus mempunyai sifat mudah mendamaikan, karena 
kembali ke tujuan awal dilakukannya penyelesaian sengketa melalui forum 
arbitrase adalah untuk mencapai perdamaian melalui keadilan, bukan untuk 
mencari yang benar dan yang salah. 
Arbiter Basyarnas dipilih dari anggota dewan arbiter yang telah terdaftar 
pada Basyarnas. Namun dalam hal pemeriksaan memerlukan suatu keahlian yang 
khusus, maka ketua Basyarnas dapat menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus 
tersebut untuk menjadi arbiter.
57
 
4. Proses Penanganan Perkara Perbankan Syariah di Basyarnas 
Badan Arbitrase Syariah Nasioanal (Basyarnas) mempunyai peraturan 
prosedur yang memuat tata cara penanganan suatu perkara (dalam hal ini sengketa 
perbankan syariah) antara lain permohonan untuk mengadakan arbitrase, 
penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, 
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berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, pendaftaran putusan, dan 
pelaksanaan putusan. 
Pada garis besarnya proses arbitrase melalui Basyarnas dimulai dengan 
permohonan arbitrase dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai 
dengan Peraturan Prosedur Basyarnas, sebagai berikut: 
a. Pendaftaran Arbitrase 
Proses arbitrase dimulai dengan pihak bank atau nasabah menyampaikan 
surat permohonan untuk menyelenggarakan arbitrase di sekretariat Basyarnas.
58
 
Poin pertama ini disebut dengan pendaftaran arbitrase. Surat permohonan itu 
memuat nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para pihak, menyebutkan 
adanya klausula arbitrase atau perjanjian, menyebutkan masalah yang menjadi 
sengketa, dasar tuntutan atau tuntutan itu sendiri. 
Surat permohonan tersebut harus melampirkan salinan klausula arbitrase, 
yaitu ketentuan bahwa apabila timbul sengketa maka yang bersangkutan akan 
diselesaikan di Basyarnas. Menunjukkan surat kuasa khusus bila yang pemohon 
yang diwakili oleh kuasanya.
59
 
Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretariat Basyarnas apabila 
pemohon belum membayar lunas biaya pendaftaran dan biaya honorarium arbiter 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase. Pendaftaran ini 
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Badan Arbitrase Syariah Nasional, Peraturan Prosedur Basyarnas,  Pasal 3, h. 1. 
59
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, h. 147. 
Lebih rinci lihat: Badan Arbitrase Syariah Nasional, Peraturan Prosedur Basyarnas,  Pasal 4, h. 1-
2. 
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sama halnya dengan pendaftaran perkara yang dilakukan di lembaga peradilan 
(Pengadilan Agama) yang juga membutuhkan biaya untuk melaksanakan 
pemeriksaan perkara. 
Sesuai dengan Peraturan Prosedur Basyarnas, perhitungan tenggang waktu 
atas segala penerimaan pemberitahuan, surat menyurat atau usul dianggap telah 
diterima apabila secara nyata telah disampaikan ke alamat tempat tinggal atau 
alamat lembaga (yaitu bank syariah jika bank tersebut merupakan termohon) yang 
telah dinyatakan tegas dalam klausula arbitrase.
60
  
b. Penetapan Arbiter  
Dalam penetapan arbiter atau pembentukan arbitrase di Basyarnas dengan 
mengacu pada ketentuan peraturan prosedur Basyarnas adalah sebagai berikut: 
 Setelah pendaftaran perkara telah selesai, maka Ketua Basyarnas 
menetapkan arbiter (tunggal atau majelis) yang akan memeriksa 
dan memutus sengketa perbankan syariah (Pasal 7 ayat (1) 
Peraturan Prosedur Basyarnas). Namun jika pemeriksaan 
memerlukan suatu keahlian khusus maka akan ditunjuk seorang 
ahli untuk memberikan keterangan atau menjadi arbiter. 
 Apabila salah satu pihak keberatan atas arbiter yang ditunjuk oleh 
Ketua Basyarnas tersebut, maka para pihak dapat mengajukan 
keberatan yang diajukan paling lambat pada sidang pertama, dan 
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Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, h. 111. 
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Arbiter meneruskan keberatan kepada Ketua selambat-lambatnya 7 
hari (Pasal 7 ayat (5) dan (6) Peraturan Prosedur Basyarnas). 
Adanya keberatan, tidak mengurangi kewajiban Termohon 
memberikan jawaban secara tertulis. 
 Arbiter memberitahukan kepada Termohon disertai dengan 
perintah menanggapi permohonan dan menjawab secara tertulis 
dalam waktu selambat-lambatnya 21 hari setelah diterimanya 
pemberitahuan. 
 Pada dasarnya seorang arbiter tidak boleh mengundurkan diri. 
Dalam hal diajukan keberatan terhadap diri arbiter, maka arbiter 
boleh mengajukan surat pengunduran diri ke Ketua Basyarnas dan 
menjadi kewenangan Ketua untuk menyetujui atau tidak. (Pasal 8 
Peraturan Prosedur Basyarnas). 
 Arbiter yang memeriksa dan memutus sengketa menjalankan 
fungsinya atas nama Basyarnas dan menjalankan semua 
kewenangan Basyarnas yang berkenaan dengan pemeriksaan dan 
pemutusan sengketa. 
c. Proses Beracara 
 Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. 
 Seluruh bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, termasuk 
dalam jawaban, keberatan, panggilan, pemberitahuan, serta 
pemeriksaan dalam sidang. Apabila pihak salah satu pihak tidak 
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mengerti bahasa Indonesia, maka pihak yang berkepentingan 
menghadirkan penerjemah. 
 Sebelum pemeriksaan dimulai, arbiter harus berusaha 
mendamaikan para pihak (Pasal 19 Peraturan Prosedur Basyarnas). 
Apabila usaha tersebut berhasil maka arbiter membuat akta 
perdamaian yang bersifat final dan mengikat. Dan akta tersebut 
didaftarkan ke Pengadilan Agama sebagai antisipasi apabila tidak 
dilaksanakan oleh para piha, dan juga untuk dapat dilakukan 
eksekusi. Apabila usaha perdamaian tidak berhasil maka arbiter 
meneruskan persidangan. 
 Kemudian masuk ke tahap jawab menjawab yaitu bisa dilakukan 
secara tertulis maupun secara lisan 
 Kemudian masuk ke tahap replik oleh pemohon, duplik oleh 
termohon. 
 Tahap selanjutnya adalah pembuktian, yaitu para pihak diberi 
kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang disertai daftar dan 
penjelasannya. 
 Apabila dianggap perlu, arbiter baik atas permintaan para pihak 
atau prakasanya sendiri dapat menghadirkan saksi untuk di dengar 
keterangannya. Apabila saksi atau ahli memberikan keterangan 
secara tertulis maka arbiter wajib memberikan salinan keterangan 
tersebut kepada para pihak. 
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 Setelah proses pembuktian selesai, maka selanjutnya tahap 
kesimpulan. Yaitu para pihak mengajukan kesimpulannya masing-
masing untuk dijadikan pertimbangan oleh arbiter dalam 
putusannya. 
 Tahap terakhir adalah pembacaan putusan oleh arbiter. (Pasal 11 
ayat (7) Peraturan Prosedur Basyarnas). Apabila salah satu pihak 
tidak hadir, maka putusan tersebut akan tetap dibacakan selama 
pemnaggilannya dilakukan secara patut. 
 Salinan putusan yang telah ditanda-tangani oleh arbiter diberikan 
kepada Pemohon dan Termohon (Pasal 25 ayat (2) Peraturan 
Prosedur Basyarnas). Salinan ini tidak boleh disiarkan kecuali atas 
permintaan dan kesepakatan kedua pihak, untuk menjaga martabat 
para pihak itu sendiri. 
 Isi putusan harus memuat: 1) kalimat basmalah 
(bismillahirrahmanirrahim), 2) dimasukkan irah-irah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, 3) nama  
lengkap dan alamat para pihak, 4) uraian singkat sengketa, 5) 
pendirian para pihak, 6) nama lengkap arbiter, 7) pertimbangan dan 
kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan sengketa, 8) 
pertimbangan tiap-tiap arbiter dalam hal terjadi perbedaan 
pendapat dalam majelis arbiter, 9) amar putusan, 10) tempat dan 
tanggal putusan, 11) tanda tangan arbiter atau majelis arbiter. 
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 Lembar asli putusan tersebut didaftarkan paling lambat 30 hari 
sejak putusan dibacakan (Pasal 25 ayat (4) Peraturan Prosedur 
Basyarnas) agar putusan tersebut dapat dieksekusi bilamana suatu 
waktu ada pihak yang tidak melaksanakan isi putusan. 
 Tempat persidangan dilakukan di sekretariat Basyarnas di Jakarta 
atau di cabang perwakilan. Atau di tempat lain sesuai kesepakatan 
para pihak. 
 Seluruh proses pemeriksaan sampai pembacaan putusan harus 
selesai paling lambat 180 hari dari tanggal pembentukan/penetapan 
Arbiter/Majelis (Pasal 22 ayat (5) Peraturan Prosedur Basyarnas). 
d. Eksekusi Putusan Basyarnas 
Mengenai proses eksekusi putusan Basyarnas dijelaskan pada Pasal 25 
Peraturan Prosedur Basyarnas sebagai berikut: 
 Putusannya final dan mengikat (final and binding) bagi para 
pihak, olehnya itu para pihak wajib menaati dan melaksanakan 
secara sukarela dan putusan harus diberitahukan kepada para 
pihak. 
 Dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan, 
arbiter menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan 
otentik putusan kepada kepaniteraan di Pengadilan Agama. 
 Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat 
dijalankan eksekusi menurut ketentuan sebagai berikut: 
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1) Putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan 
atas permohonan salah satu pihak. 
2) Eksekusi dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari 
dari tanggal pendaftaran permohonan eksekusi pada 
kepaniteraan Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Pasal 
13 ayat (2) dijelaskan pelaksanaan putusan arbitrase syariah 
dilakukan oleh Pengadilan Agama. 
 Ketua Pengadilan sebelum memberikan perintah eksekusi, 
memeriksa terlebih dahulu apakah putusan Arbitrase memenuhi 
ketentuan pasal 4 dan 5 UU No. 30 Tahun 1999 serta tidak 
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 
1) Apabila putusan tidak memenuhi syarat, ketua Pengadilan 
menolak perintah eksekusi. 
2) Terhadap putusan ketua Pengadilan itu tidak dapat diajukan 
upaya hukum apapun. 
 Ketua Pengadilan tidak berwenang memeriksa alasan dan 
pertimbangan putusan. 
 Perintah eksekusi oleh ketua Pengadilan ditulis pada lembar asli 
atau salinan putusan dan putusan dilaksanakan seperti putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan tetap. 
e. Pembatalan Putusan Basyarnas 
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 Landasan hukum Pasal 27 Peraturan Prosedur Basyarnas 
berbunyi: 
“Putusan Arbitrase dapat dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan 
tata cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang” 
 
Jadi mengenai pembatalan putusan Arbiter, Peraturan Prosedur 
Basyarnas merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 sebagaimana yang diatur pada Bab VII Pembatalan 
Putusan Arbiter. 
 Alasan permohonan pembatalan pada Pasal 70 berbunyi: 
“terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan 
permohonan pembatalan apabila putusan diduga mengandung 
unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Surat atau dokumen yang diajukan setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. 
2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. 
3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah 
satu pihak dalam pemeriksaan. 
 Permohonan pembatalan diajukan kepada ketua Pengadilan 
Agama 
1) Berdasarkan Pasal 71 dan 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 
yang berwenang memeriksa atau mengadili pembatalan 
adalan PN. Namun setelah Putusan MK Nomor 93/PUU-
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X/2012 maka apabila putusan Arbitrase yang dimaksud 
adalah putusan Arbitrase Syariah maka segala implikasinya 
mengarah kepada Pengadilan Agama, bukan Pengadilan 
Negeri lagi. Selain itu di dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Perkara Ekonomi Syariah pada Pasal 13 ayat (2) dijelaskan 
pembatalan putusan arbitrase syariah dilakukan oleh 
Pengadilan Agama. 
2) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan sesuai 
dengan kompetensi relatif berdasarkan Pasal 195 ayat (6) 
HIR. 
3) Jangka waktu permohonan pembatalan paling lama 30 hari 
tehitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase 
kepada Panitera Pengadilan. 
 Proses pemeriksaan dan putusan pembatalan diatur dalam Pasal 
72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
1) Dalam waktu 30 hari dari tanggal permohonan, Pengadilan 
harus menetapkan putusan 
2) Apabila permohonan dikabulkan, Ketua PA menentukan 
lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian 
putusan. 
C. Urgensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 
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Suyud Margono mengemukakan arbitrase secara umum tidak berjalan 
dengan efektif di Indonesia disebabkan beberapa alasan, yaitu 1) kurangnya 
pengetahuan umum, informasi masyarakat tentang arbitrase, serta perhatian 
terhadap konsep dan keuntungannya; 2) kekhawatiran bahwa putusan arbitrase di 
Indonesia tidak dapat dieksekusi melalui pengadilan; 3) keberadaan ketentuan 
mengenai arbitrase tidak memberikan jaminan berlakunya perjanjian arbitrase dan 
akibat putusan arbitrase.
61
  
Selain itu, merujuk kepada berita yang dipublikasikan oleh 
hukumonline.com pada 3 Januari 2007, sejak perubahan BAMUI menjadi 
Basyarnas, sengketa perbankan syariah yang masuk ada lima perkara, dua di 
antaranya terselesaikan dan tiga lainnya tidak diproses lantaran kurang memenuhi 
persyaratan. BAMUI dari 1993 sampai 2003 menyelesaikan 10 perkara. Jadi total 
Basyarnas plus BAMUI baru menyelesaikan 12 perkara.
62
 
Namun di balik beberapa kekurangan yang telah disebutkan di atas, 
Basyarnas mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan lembaga Basyarnas 
dibanding lembaga peradilan di Indonesia adalah proses pemeriksaan yang 
sederhana, tertutup, cepat dan bermartabat. 
Sidang arbitrase dilaksanakan secara sederhana dalam satu tingkat yaitu 
tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir dalam suasana kekeluargaan dan dalam 
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Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 9. 
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Hukum Online, Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d904eea83da8/bahasa-hukum-iex-aequo-et-bonoi. 
Diakses 26 Juli 2017). 
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rangka memelihara silaturahim serta ukhwah islamiyah. Sidang arbitrase 
dilakukan secara tertutup (confidential), tidak terbuka seperti sidang di 
pengadilan, sehingga materi sengketa, perselisihan dan gugat menggugat antara 
para pihak tidak diketahui masyarakat luas. Pengungkapan secara terbuka 
sengketa pribadi atau perusahaan dapat menjatuhkan martabat pribadi, harga diri, 
kehormatan, dan citra atau kinerja perusahaan. 
Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dibanding sidang pengadilan 
yang sering memakan waktu bertahun-tahun. Sidang arbitrase harus sudah 
memutus dalam waktu selambat-lambatnya 180 hari (6 bulan). Putusannya pun 
bersifat “final and binding”. Final dalam arti mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan mengikat sehingga tidak ada banding dan kasasi. Di samping itu juga efisien, 
karena waktu yang dilalui lebih cepat, dan efisiensi ini sangat dihargai dalam 
semua urusan, khususnya dalam dunia perniagaan dan keuangan. Putusan 
arbitrase, apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka dilaksanakan 
(eksekusi) dengan perintah ketua Pengadilan Agama atas permintaan salah satu 
pihak seperti putusan perdata pada lembaga peradilan pada umumnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Basyarnas merupakan salah satu perangkat organisasi yang berada di bawah 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bersifat independen dan tidak terikat 
kepada lembaga apapun dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga 
penyelesaian sengketa ekonomi yang berdasarkan hukum Islam (syariah).  
2. Secara garis besar, mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah 
melalui Basyarnas hampir sama dengan penyelesaian melalui lembaga 
peradian (Pengadilan Agama). Namun yang membedakan adalah 
penyelesaian melalui Basyarnas harus mempunyai dasar yaitu akad atau 
klausul arbitrase yang menyatakan jika ada sengketa yang timbul maka para 
pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional. 
3. Basyarnas mempunyai kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan 
penyelesaian sengketa bagi para pelaku usaha/bisnis. Hal ini dikarenakan 
arbitrase mempunyai sifat tertutup yang membuat privasi perusahaan atau 
nasabah (dalam hal sengketa perbankan syariah) tetap terjaga baik. 
Putusannya yang bersifat final dan mengikat.
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B. Implikasi Penelitian 
1. Dasar hukum yang menaungi Basyarnas sebaiknya lebih dipertajam lagi, 
seperti undang-undang yang mengatur secara khusus. Karena selama ini yang 
menjadi dasar Basyarnas dalam mekanisme penyelesaian sengketa adalah 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Basyarnas hanya menyesuaikan bila undang-undang 
tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 
2. Peran penting Basyarnas harus lebih banyak diketahui lagi oleh masyarakayat 
terutama para pelaku bisnis dengan cara sosialisasi fungsi dan 
kewenangannya kepada masyarakat. 
3. Hal penting lainnya adalah tentang bagaimana jika perkara yang sudah 
terlanjur ditangani Pengadilan agama ternyata merupakan kewenangan 
Basyarnas. Hal ini menimbulkan kegaduhan hukum apabila tidak dihentikan 
pemeriksaannya oleh PA. Olehnya itu dibutuhkan peraturan yang jelas 
tentang hal tersebut. 
4. Sebaiknya Basyarnas bisa mengeksekusi sendiri putusannya agar tak lagi ada 
keraguan di tengah masyarakat untuk memilih Basyarnas sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa perbankan syariah. 
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